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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

1. LATAR BELAKANG

2.

3.

Sesual dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menter! Dalam Megeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan |angka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 259 menyatakan
bahwa setiap SKPD wajib menyusun Rencana Kerja sebagal dokumen acuan
untuk pengajuan anggaran dan prioritas arah pembangunan yang selaras dengan
prioritas kerja dari Kepala Perangkat Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-
masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan
demokratis. Renja SKPD digunakan sebagal dasar penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daersh untuk penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Untuk mendukung kelancaran dalam proses penyusunan dokumen
perencanaan tentunya membutuhkan anggaran untuk ketersediaan sarana dan
prasarana pendukung kelancaran kegiatan.

TUJUAN DAN SASARAN

Keglatan bertujuan untuk menunjang tersedianya dokumen-dokumen
perencanaan Satuan Kerfa Perangkat Daerah dan dokumen rencana kinerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sasaran yang dituju adalah sinkronnya perencanaan kegiatan dengan
pelaksanaan keglatan.

RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang lingkup kegiatan ini adalah seluruh keglatan dan pelaksana

kegiatan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsl Sumatera
Barat



4. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Lokas| pelaksanaan kegiatan Ini adalah Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Sumatera Barat :

5. PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN
Tahapan Pelaksanaan keglatan ini dilakukan melalul beberapa tahap sebagai
berikut
- Pengumpulan data rencana kegiatan dari bidang-bidang
- Koordinasl dengan Bappeda terkait pagu anggaran.

- Penyusunan dokumen perencanaan SKPD.
- Penyusunan dokumen rencana kinerja Eselon IL, I1l dan [V serta rencana

kinerfa badan.
- Rapat pembahasan rencana kerja SKPD

6. PELAKSANA KEGIATAN

No Nama Jabatan l"hm"“ -
| 1 2 3 4
Kasubag Umum dan Pejabat Pelaksanan
1 | Sri Wahyuni, SE, MM Kepeguwal Teknis Keglatan
Koordinator
2 | Yasri Ardl, 5T Kasubag Perencanaan kegiatan
3 | Dessy, SE, MM JFU Staf Perencanaan
4 | Mulya Uthami, A.Md JFU Staf Perencanaan

7. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk kegiatan Penyusunan Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah
dilaksanakan dari Januari sampai Desember 2022

Tahua 20Z3

H EEN




8. PEMBIAYAAN
a. Dana darl kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat
b. Anggaran sebesar Rp 19.534.400

9. PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pelaksanaan pengawasan dan pelaporan dari kegiatan ini menjadi tanggung
jawab Administrator (Sekretaris/KPA) sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan
dan Pengawas (Kasubbag Perencanaan/PPTK) selaku penanggung jawab
dilapangan mulai darl pelaksanaan perencanaan sampai dengan akhir
pelaksanaan kegiatan inl.

Padang. April 2021
Mengetahul,
Sekretaris/KPA Ka. Subbag Umpeg /PPTK

-
D 5.50s, MM
NIP. 19681179198902 1 001 NIP. 19851221 201101 2 012




KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

1. LATAR BELAKANG

2.

Sesual dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan angka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan |angka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam Permendagri Nomor B6 Tahun 2017 pada pasal 259 menyatakan
bahwa Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja
Perangkat Daerah Provinsl, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah provinsi
menyampalkan laporan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah kepada Gubernur
melalul Kepala Bappeda

Berdasarkan hal tersebut maka setiap Perangkat Daerah wajib melakukan
evaluasi rutin terhadap realisasl kinerja atas pelaksanaan kegiatan balk itu
realisasi fisik maupun realisasi keuangan. Karena hasil realisasi tersebut harus
dilaporkan secara rutin kepada Kepala Daerah melalul Bappeda dalam bentuk
laporan triwulan, kepada Biro Organisasl dalam bentuk laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, kepada Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau
dalam bentuk laporan dalam aplikasl Simbangda.

Untuk mendukung kelancaran dalam proses penyusunan laporan serta
penyediaan dokumen capaian realisasi kinerja tentunya membutuhkan anggaran
untuk ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kelancaran kegiatan.

TUJUAN DAN SASARAN

Kegiatan bertujuan untuk evaluasi rutin terhadap seluruh pelaksanaan
kegiatan agar pencapaian target kinerja dapat sesuai dengan yang diharapkan.
Sehingga ada kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan

Sasaran vang dituju adalah dokumen-dokumen pelaporan pelaksanaan
kegiatan dalam bentuk realisasi kinerja baik itu fisik maupun kenangan. Dimana



capalan tersebut rutin dilakukan evaluasi karena akan dilaporkan kepada Kepala
Daerah sebagal pertanggungjawaban OFD dalam pelaksanaan anggaran yang
telah ditetapkan target capaiannya.

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan ini adalah seluruh kegiatan dan pelaksana
keglatan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera
Barat.

4, LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Lokasl pelaksanaan kegiatan Ini adalah Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Sumatera Barat

5. PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahapan Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahap sebagal

berilut :

- Pengusulan Nama Operator pengelola data dan sistem aplikasi

- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah untuk evaluasl
kinerja tahun sebelumnya.

- Penyusunan laporan Simbangda, Laporan Evaluasi Renja Triwulan, LKF],
LPPD.

- Rapat rutin bulanan evaluasi realisasl anggaran

6. PELAKSANA KEGIATAN

Dalam
No Nama Jabatan mll:ulltm
(1 2 3 +
Kasubag Umum dan Pejabat Pelaksanan
1 | 5ri Wahyunl, SE, MM Kepegawaian Teknis Kegiatan
Koordinator
2 | Yasrl Ardi, 5T Kasubag Perencanaan Keglatan
3 | Dessy, SE. MM [FU Staf Perencanaan
| 4 | Mulya Uthami, AMd JFu Staf Perencanaan

7. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
Untuk Sub kegiatan Evaluas| Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan dari Januari
sampal Desember 2022



B. PEMBIAYAAN
a. Dana dari keglatan ini bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat

b. Anggaran sebesar Rp 150.000.000

9. PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pelaksanaan pengawasan dan pelaporan dari kegiatan inl menjadi tanggung
jawab Administrator (Sekretaris/KPA) sebagal koordinator pelaksanaan kegiatan
dan Pengawas (Kasubbag Perencanaan/PPTK) selaku penanggung Jjawab
dilapangan mulai dari pelaksanaan perecanaan sampal dengan akhir pelaksanaan
kegiatan ini.

Padang  April 2021
Mengetahui,
Sekretaris/KPA Ka. Subbag /PPTK

-
ﬂm MM SRIW. MM
NIP. 19681119198902 1 001 NIP. 19851221 201101 2012



1.

2.

4.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN PAKAIAN DINAS
LATAR BELAKANG

Pakalan dinas harian merupakan salah satu kebutuhan pegawal Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat. Sesual peraturan
yang berlaku pegawai wajib mengenakan pakaian dinas harian beserta
kelengkapannya pada saat datang dan menjalankan tugas di kantor.

Pakaian dinas harian merupakan salah satu faltor penunjang ketertiban dan
kedisiplinan pegawai di dalam lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Sumatera Barat. Dengan adanya pakalan dinas harian maka akan
menciptakan keseragaman antar pegawal yang dapat pula menciptakan nilal
estetika dan kerapian dalam berpakaian. Pakalan dinas harian juga menjadl
identitis bagl para pegawal serta kontrol atau pengendall apabila terjadi
penylmpangan yang dilakukan oleh pegawal.

TUJUAN
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan setiap pegawai dan
sebagai identitas bagi pegawai agar dapat dikenal saat sedang bertugas.

RUANG LINGKUP
Ruang lingkup keglatan inl adalah terpenuhinya kebutuhan pakalan dinas dan
perlengkapannya dilingkungan BPSDM Provinsi Sumatera Barat

LOKAS] KEGIATAN
Lokasi pelaksanaan kegiatan in| adalah Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Sumatera Barat

PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN

Proses pelaksanaan kegiatan inl adalah !

a8 Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan dibagl dalam 2 (dua) jenis yaltu melalui metode lelang
sederhana untuk paket pekerjaan yang nilainya besar dari Rp. 200.000.000,-
dan metode Pengadaan Langsung (PL) yang nilainya kurang dari
Rp. 200.000.000-

b. Pelaksansan kegiatan sarana gedung kantor inl dilalukan melalul beberapan
tahapan sebagai berikut :
- Persiapan
- Perencanaan
- Pelaksanaan Pekerjaan,
- Pengawasan
- Pengendalian
- Serah terima, pembayaran hasi| pekerjaan
- Pelaporan



1. PELAKSANA KEGIATAN
a. Kuasa Pengguna Anggaran.
b. PPTK
¢. Pihak Ketiga (Rekanan)

2. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

T T

I Tahun 2022
No Komponen Ma| A | Me||un Ag | Se | Ok | No | De
| Jan | Peb | v lpef i |1 M s lptitlples
| [ |
| Pengadaan X )
pakaian Dinas .
dan Atributnva

3. PEMBIAYAAN

a. Dana dari kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat yang
direncakan sekitar Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )

b. Rinclan Anggaran [RKA) terfampir

4. PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pelaksanaan pengawasan dan pelaporan dari

kegiatan ini menjadi tanggung jawab

Administrator (Sekretaris/KPA) sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan dan
Pengawas [Kasubbag Umum dan Kepegawaian/PPTK) selaku penanggung jawab
dilapangan mulai dari pelaksanaan perecanaan sampai dengan akhir pelaksanaan

kegiatan ini

Mengetahui,

Padang, April 2021

Selretaris Ka. Subbag U n Kepegawalan
&\ e !
DEWI MM SRIW. MM

NIP. 19681115 198902 1 001

Penata
NIP. 19851221 201101 2 012



5.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

LATAR BELAKANG

Pegawai Negeri Sipil sebagal unsur aparatur negara yang bertugas untuk
melayani masyarakat harus dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam mentaati
peraturan perundang-undangan yang berlalu. Oleh karema itu perlu adanya
bimbingan teknis bagi Pejabat Struktural, |[FU dan |FT dan pejabat pengelola
kepegawaian khususnya yang menangani pembinaan disiplin Fegawai, agar
mempunyal kesamasn persepsi dalam mengimplementasikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, di samping untuk memperdalam dan
memperiuas wawasan mengenai penanganan Peraturan yang berlaku, sehingga
lebih profesional, cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan,

TUJUAN

Tujuan dari kegiatan inl adalah untuk peningkatan kualitas dan profesionalitas
Sumber Daya Aparatur dalam rangks mewujudkan pemerintahan yang bersih dan
responsif terhadap permasalahan yang dmbul di masyvarakat Adapun tujuannya
adalah untuk mewujudkan kesamaan persepsi untuk kelancaran pelaksanaan
manajemen di BPSDM Provinsi Sumatera Barat

RUANG LINGKUP
Ruang lingkup keglatan ini adalah terlaksananya pengembangan kapasitas 5OM
aparatur dilingkungan BPSDM Provinsi Sumatera Barat

LOKASI KEGIATAN
Lokasi pelaksanaan kegiatan ini adalah didalam dan luar provinsi.

PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN
Proses pelaksanaan kegiatan Inf adalah ;
a. Metode Pelaksanaan
b. Melakukan persiapan Bimbingan Teknis Implementasi dan peraturan
perundang -undangan.
¢. Melakukan Bimbingan Teknis Implementasi dan peraturan perundang -
undangan.

b, Pelaksanaan kegiatan sarana gedung kantor ini dilakukan melalui beberapan

tahapan sebagai beribut :

- Persiapan

- Perencanaan

= Pelaksanaan Pekerjaan,

- FPengawasan

- Pengendalian

- Serah terima, pembayaran hasil pekerjaan

- Pelaporan



1. PELAKSANA KEGIATAN

a. Kuasz Pengguna Anggaran.
b. PPTK
c. Pihak Ketiga (Rekanan)

2. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

| Tahun 2022
No | Komponen I Ma|A|[Me|jun|, .| Ag | Se | Ok | No | De
I Inaneh e |pel 1 ; Juti i sl Elw ]
Belanja Perjalan | x | p x X
1 | Dinas Dalam
Daerah
Belanaj fr X X X
: Perjalanan |
Dinas Luar [ L
Daerah | |
1 1

3. PEMBIAYAAN
2. Dana darl kegiatan ini bersumber dari APBED Provinsl Sumatera Barat yang
direncakan sekitar Rp 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)
b. Rincian Anggaran (RKA) terlampir

4. PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pelaksanaan pengawasan dan pelaporan darl kegiatan inl menjadi tanggung jawab
Administrator (Sekretaris/KPA) sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan dan
Pengawas (Kasubbag Umum dan Kepegawalan/PPTK) selaku penanggung jawab
dilapangan mulai dari pelaksanaan perecanaan sampai dengan akhir pelaksanaan
kegiatan Inl.

Padang April 2021

Mengetahui,
Sekretaris Ka Subbag U pegawalan
DEWI1 , MM SRIW MM
P Penata

NIP. 19681115 198902 1 001 NIP. 19851221 201101 2012



1.

2.

5.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR

LATAR BELAKANG

Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor merupakan
salah satu faktor penunjang dalam pencapaian keberhasilan kegiatan baik proses
belajar mengajar di Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia [BPSDM])
Provins! Sumatera Barat maupun pemenuhan kebutuhan seluruh kegiatan di
BPSDM Provinsi Sumatera Barat

Penyediaaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
merupakan penunjang kelancaran dan kesuksesan keglatan, sehingga perlu
diakomodir dan dialokasikan pada rencana kerja tahun 2020 untuk dapat
memenuhi kebutuhan sekaligus mepermudah kinerja pengelola dan kelancaran
serta kesuksesan diklat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan bagian dari
birokrasi pemerintah yang sangat penting kaitannya dengan sistem
penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Sebagal bagian dari
penyelenggaraan adminlstrasi pemerintahan, ketersediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor sangat dipandang vital dalam pelaksanaan

pelayanan terutama dalam peaksanaan kegiatan belajar mengajar di Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat

TUJUAN

Tujuan dari kegiatan inl adalah Meningkatnya dan lancarnya pendudukung
pelayanan berupa terjaminnya instalasi listrik / Penerangan di lngkungan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provins! Sumatera Barat

RUANG LINGKUP
Ruang lingkup kegiatan ini adalah tersedianyan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor dilingkungan BPSDM Provinsi Sumatera Barat

LOKASI KEGIATAN
Lokasi pelaksanaan kegiatan inl adalah Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Sumatera Barat

PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN
Proses pelaksanaan kegiatan ini adalah :
a.  Metode Pelaksanaan
Didaiam melaksanakan kegiatan Ini, kami menggunakan 2 (dua) acuan kerja
agai berikut:
1. Mencatat kebutuhan
Membeli dan menyusun SP]
Menyimpan dan mengurus barang
Mendistribusikan komponen instalasi listrik / penerangan sesual
kebutuhan

e L b2



b. Pelaksanaan kegiatan sarana gedung kantor ini dilakukan melalui beberapan
tahapan sebagai berikut :
- Persiapan
- Perencanaan
- Pelaksanaan Pekerjaan,
- Pengawasan
- Pengendalian
- Serah terima, pembayaran hasii pekerjaan
- Pelaporan

1. PELAKSANA KEGIATAN
a. Kuasa Pengguna Anggaran.
b. PPTK
c. Pihak Ketiga (Rekanan)

2. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

No

Tahun 2022

Komponen Pe | Ma | Ap | Me | Jun AEF
gy | e v |8 |5 [0

Belanja Bahan
Pakal Habls

! Bangunan Kantor

Belanja Komponen
Instalasi Listrik /
Penerangan

3. PEMBIAYAAN
a. Dana dari kegiatan ini bersumber dari APBED Provinsi Sumatera Barat yang
direncakan sekitar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)
b. Rincian Anggaran (RKA) terlampir

4. PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pelaksanaan pengawasan dan pelaporan dari kegiatan ini menjadi tanggung
jawab Administrator (Sekretaris /KPA] sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan
dan Pengawas (Kasubbag Umum dan Kepegawaian/PPTK) selaku penanggung
jawab dilapangan mulal dari pelaksanaan perecanaan sampai dengan akhir

pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahul,
Sekretaris Ka. Subbag U n Kepegawaian
- [}
DEWI MM SRIW MM
Pem Penata

NIP. 19681115198902 1 001 NIP. 19851221 201101 2 012



3.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

LATAR BELAKANG

Bahan - bahan Logistik merupakan salah satu faktor penunjang dalam
pencapaian keberhasilan kegiatan baik proses belajar mengajar di Badan
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Barat maupun
pemenuhan kebutuhan seluruh kegiatan di BPSDM Provinsi Sumatera Barat

Penyediaaan bahan logistik merupakan penunjang kelancaran dan
kesuksesan kegiatan balk yang dilakukan oleh pengelola maupun peserta diklat,
sehingga periu diakomodir dan dialokasikan pada rencana kerja tahun 2022
untuk dapat memenuhi kebutuhan sekaligus mepermudah kinerja pengelola dan
kelancaran serta kesubsesan diklat

Program Pelayanan Administrasl Perkantoran merupakan bagian dari
birckrasi pemerintah yang sangat penting kaltannya dengan sistem
penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Sebagai baglan darl
penyelenggaraan administrasi pemerintahan, ketersediaan bahan logistik sangat
dipandang vital dalam pelaksanaan pelayanan terutama dalam peaksanaan
kegiatan belajar mengajar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Sumatera Barat

TUJUAN
Tujuan dari kegiatan ini adalah Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat.

RUANG LINGKUP
Ruang lingkup kegiatan ini adalah Bahan Logistik dillngkungan BPSDM Provinsi
Sumatera Barat,

LOKASI KEGIATAN
Lokasi pelaksanaan kegiatan inl adalah Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Sumatera Barat

PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN
Proses pelaksanaan keglatan ini adalah :
a, Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan inl dilakukan sebagail berikut :

1. Mencatat kebutuhan
2. Membelanjakan Bahan Logistik dan menyusun SPJ
3. Menyimpan dan mengurus barang.
4. Mendistritusikan Bahan Logistik sesuai kebutuhanTahapan Kegiatan
b. Pelaksanaan kegiatan sarana gedung kantor inl dilakukan melalul beberapan
tahapan sebagai berilut :
Persiapan
Perencanaan

Pelaksanaan Pekerjaan,
Pengawasan



- Pengendalian
- Serah terima, pembayaran hasil pekerjaan
- Pelaporan

5. PELAKSANA KEGIATAN
a. Kuasa Pengguna Anggaran
b. PPTK
c. Pihak Ketiga (Relanan)

6. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

N

| Tabun 2022

Eompoaen T r
jan | Peb | Mar | Apr | Mel | Jond | Jull | Aget | Sept | Okt | Mop

Belanja Bahan Logistik |

Belanla i tabuing
pemadam kebakaran

Belanjs ATK, Kertas, dan
Pakeai Habis dan Bahan K x X

Komp
uter 4 |

Belanja Dbat Obatan S ¥ x

7. PEMBIAYAAN
a. Dana darl kegiatan inl bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat yang

direncakan sekitar Rp 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta

Rupiah)
b. Rincian Anggaran (RKA) terlampir

8. PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pelaksanaan pengawasan dan pelaporan dari kegiatan ini menjadi tanggung jawab
Administrator {Sekretaris/KPA) sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan dan
Pengawas (Kasubbag Umum dan Kepegawaian/PPTK) selaku penanggung jawab
Lﬂapugagtmulai dari pelaksanaan perecanaan sampai dengan akhir pelaksanaan
giatan

Padang, April 2021
Mengetahul,
Ka. Subbag Um pegawaian

Sekretaris
‘g\ - i
DEW1 , MM SRIWA MM
Pemb¥na Penata

NIP. 19681115 198902 1 001 NIP. 19851221 201101 2 012



1.

5.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

LATAR BELAKANG

Barang Cetakan dan Penggandaan merupakan salah satu faktor penunjang
dalam pencapaian keberhasilan kegiatan baik proses belajar mengajar di Badan
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Barat maupun
pemenuhan kebutuhan seluruh kegiatan di BFSDM Provinsi Sumatera Barat

Penyedlaaan Barang Cetakan dan Penpgandaan merupakan penunjang
kelancaran dan kesuksesan kegiatan baik yang dilakukan cleh Sekretariat maupun
di bidang lainnya, sehingga periu diakomodir dan dialokasikan pada rencana kerja
tahun 2022 untuk dapat memenuhl kebutuhan sekaligus mempermudah kinerja
pengelola dan kelancaran serta kesuksesan dikiat

Program Pelayanan Administrasl Perkantoran merupakan bagian dari
birokrasi pemerintah yang sangat penting kaltannya dengan sistem
penyelenggaraan pemerintahan secara umum., Sebagal baglan dari
penyelenggaraan administrasi pemerintshan, ketersediaan barang cetakan dan
penggandaaan sangat dipandang vital dalam pelaksanaan kegiatan rutn
sekretariat dan dibidang lalnnya pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Sumatera Barat

TUJUAN
Tujuan darl kegiatan Inl adalah Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat

RUANG LINGKUP
Ruang lingkup kegiatan ini adalah terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan
dilingkungan BPSDM Provinsi Sumatera Barat

LOKASI KEGIATAN
Lokasi pelaksanaan keglatan ini adalah Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Sumatera Barat

PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN

Froses pelaksanaan kegiatan ini adalah :

a. Metode Pelaksanaan

s ]Jfl::lalam melaksanakan kegiatan ini, lkami menggunakan acuan kerja sebagai
ErikuL:

Mencatat kebutuhan

Membeli dan menyusun 5F]

Menyimpan dan mengurus barang

Mendistribusikan bahan cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan

B L2 pa

&

Pelaksanaan kegiatan sarana gedung kantor ini dilakukan melalul beberapan
tahapan sebagal berikut:

- Persiapan

- Perencanaan

- Pelaksanaan Pekerjaan,



- Pengawasan

- Pengendalian

- Serah terima, pembayaran hasil pekerjaan
- Pelaporan

1. PELAKSANA KEGIATAN

a. Kuasa Pengguna Anggaran.
b. PPTK

c. Pihak Ketiga (Rekanan)

2. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

I Tahun 2022 ) o
No | Komponen | . | Pe |Ma| Ap | Me | Jun 4 | A8 | Se [ Ok [ No [ De
Bl oy el el i ™ e pele|pls
—L
Belanja Cetak % X X
Belanja 1
2 Pex I . x X X
Belanfajilid | x X X
3. PEMBIAYAAN

a. Dana dari keglatan ini bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat yang
direncakan sekitar Rp 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah )
b. Rinclan Anggaran [RKA) terlampir

4. PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pelaksanaan pengawasan dan pelaporan dari kegiatan ini menjadi tanggung jawab
Administrator (Sekretaris/KPA) sebagal koordinator pelaksanaan kegiatan dan
Pengawas (Kasubbag Umum dan Kepegawalan/PPTK) selaku penanggung fawab
dilapangan mulal dari pelaksanaan perecanaan sampal dengan akhir pelaksanaan
kegiatan ini.

April 2021
Mengetahul,
Sekretaris Ka, Subbag U n Kepegawaian
& =
DEWI1 . MM
Pem Flnat:.
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

LATAR BELAKANG

Perpustakaan merupakan salah satu sarana sumber informasi yang memilikd
kekuatan yang sangat luas mencakup berbagai ilmu pengetahuan, teknolgi, seni
maupun politik. Perpustakaan merupakan salah satu unit kerja yang menduduki
posisi wvang cukup strategis bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa
sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 berperan sebagai sarana
pelaksanaan belajar mandiri, pendidikan seumur hidup bagi Individu maupun
kelompok masyarakat Dengan adanya sebuah Perpustakaan kita bisa memperoleh
informasi dan [lmu yang berguna.

Keberhasilan sebuah perpustakaan akan dapat dilthat dari kemampuan
dalam menyediakan bahan bacaan [informasi) yang tepat bagi penggunanya. Dalam
upaya mewujudkan agar koleksi bahan bacaan dapat dimanfaatkan pengguna untuk
menambah wawasan / informasi maka perlu diperhatikan ketersediaan bahan
bacaan tersebut.

Akan tetapi kendala vang terjadi adalah ketersediaan bahan bacaan di
perpustakaan BPSDM Provinsl Sumatera Barat sangatlah |auh dari harapan, bahan
bacaan atau bulu-buku yang disediakan masih sangatiah kurang. Atas hal tersebut
di atas mengingat urgensi dari kebutuhan akan bshan bacaan tersebut maka
diusulkan kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan

yang diusulkan pada anggaran tahun 2022
Untuk memenuhl kebumuhan informasl dan untek meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat serta koordinasl dengan instans! terkait maka Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sangat dibutuhkan didalam
kegiatan operasional perkantoransehingga pemenuhan kebutuhannys sangat
menunjang kelancaran kegiatan agar leblh efektif cepat dan efisien

MAKSUD DAN TUJUAN

4. Penyediaan bahan bacaan yang memadai yang mendukung penyelenggaraan
keglatan BPSDM

b. Menambah wawasan / Informasi aparatur BPSDM melalul penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan.

¢ Terpenuhinya kebutuhan informasi melalui langganan koran dan pemenuhan
buku perpustakaan di BPSDM Provinsi Sumatera Barat

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Penyedlaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan Kantor BPSDM Provinsi Sumatera Barat vaitu untuk pemenuhan
kebutuhan informasi melalul koran,terbitan berkala dan buku perpustakaan.

lenls pekerjaan yang dilakukan dalam Kegiatan Penvediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan pada BPSDM Provinsl Sumatera Barat untuk
Tahun Anggaran 2022 meliputi :

1. Belanja Surat Kabar / Majalah dan Peraturan Perundang-Undangan

LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Lokasi pelaksanaan kegiatan ini adalah Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusiz Provinsi Sumatera Barat :



5. PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN
Proses pelaksanaan kegiatan ini adalah :
a. Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan metode Pengadaan Langsung (PL) yang nilainya kurang dar
Rp. 200.000.000,-.
b. Tahapan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalul beberapa tahapan sebagal berikut ;
- Persiapan
Perencanaan
Pelaksanaan Pekerfaan,
Pengawasan
Pengendalian
Pelaporan

6. PELAKSANA KEGIATAN
a, Huasa Pengguna Anggaran.
b. PPTK
c. Pihak Ketiga (Rekanan)

7. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
Untuk kegiatan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan

dilaksanakan pada setiap bulannya.

OO T T

Tahuan 2022

- o | Peb | Mar | Apr | Mel | juet | full | Agw | Sept | Ox | Nep | Dm
Balanga Surar Kabar Mazaleh

- i _1X T 1% 1x 1% 1% % 1% ¥ I%

- Harlan Kompas (1 ek per barl | X X 3 X X X X X X X X x

- Harlan Geaper | ¥ X X X (% |Xx X X (X X X X

8. PEMBIAYAAN
2 Dana dari kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar
Rp. 15.000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah).
b, Rinclan Anggaran (RKA) terlampir
9. PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pelaksanaan pengawasan dan pelaporan dari kegiatan Inl menjad| tanggung jawab
Administrator (Sekretaris/KPA) sebagal koordinator pelaksanaan kegiatan dan
Pengawas (Kasubbag Umum dan Kepegawalan/PPTK) selaku penanggung Jawab
E:I:ipinﬂn mulal dari pelaksanaan perecanaan sampai dengan akhir pelaksanaan
atan ind,

April 2021
Mengetahui,
Sekretaris Ka. mb%
Pem
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD

LATAR BELAKANG

Rapat-rapat koordinasl dan konsultasi ke luar Daerah dan ke dalam daerah
provinsi sumatera barat sering kall dilaksanakan untuk menambah pengetahuan
dan menambah wawasan serta dalam upay: menyamakan persepsi, begitu pula
dengan konsultasi ke luar Daerah dimana pada akhir-akhir ini kita sering sekall
melaksanakan konsultasi ke pusat karena adanya beberapa aturan /peraturan
perundang-undangan yang baru agar dalam mengartikan kita tidak salah persepsi.

Oleh karena jtu koordinasi ke pusat bertujuan untuk memperlancar tugas-tugas
agar apa yang kita laksanakan ridak bertentangan dengan Peraturan perundang-
undangan yang berlaku, sehingga perlu diakomodir dan dialokasikan pada rencana
kerfa tahun 2022 untuk dapat memenuhi kebutuhan sekaligus mepermudah kinerja
pengelola dan kelancaran serta kesuksesan diklat

TUJUAN

Tujuan dari keglatan ini adalah Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi serta
sharing information dengan stakeholder Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Sumatera Barat.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup keglatan inl adalah terlaksananya pengiriman aparatur untuk
mengikuti Rakor dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah dilingkungan BPSDM
Provinsi Sumatera Barat.

LOKASI KEGIATAN
Lokasi pelaksanaan kegiatan ini adalah di Dalam dan Luar Provinsi Sumatera Barat

PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN
Proses pelaksanaan keglatan Inl adalah :
a Metode Pelaksanaan
Didalam melaksanakan kegfatan ini, kaml menggunakan acuan kerja sebagal
berikut :
1. Mencatat kebutuhan

2. Pengadministrasl dan menyusun SP]

b. Pelaksanaan kegiatan sarana gedung kantor ini dilakukan melalui beberapan

tahapan sebagai berikut :

- Persiapan

- Perencanasn

- Pelaksanaan Pekerjaan,

- Pengawasan

- Pengendalian

- Serah terima, pembayaran hasil pekerjaan

- Pelaporan



1. PELAKSANA KEGIATAN

a. Kuasa Pengguna Anggaran.
b. PPTK
c. Pihak Ketiga (Rekanan)

2. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

' ' Tahun 2022

Mo | Komponen | Pe | Ma | Ap | Me | Jun uli Ag Ok | No | De

jan b r r i | st

ER3
-
o
o

BelanjaBahan [x |x X |X X Ix Ix [Ix [Ix |x [|x |x
1 | Bakar Minvak .
/ Mobilitas |

1
|

Belanja x | |x [x |2 |x |x |x |x |[x |x |X
z?erjalanan
Dinas Dalam |
Daerah |

'F:r]ahmn x |x |x |x |x [x [x [x |x |[x |[x |X
3 | Dinas Luar -
Daerah

4 |RakorOPD | |x 1] |

3. PEMBIAYAAN
a. Dana dari kegiatan inl bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat yang
direncakan sekitar Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
b, Rincian Anggaran [RKA) terlampir

4. PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pelaksanaan pengawasan dan pelaporan dari kegiatan ini menjadi tanggung jawab
Administrator (Sekretaris/KPA) sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan dan
Pengawas [Kasubbag Umum dan Kepegawaian/PPTK) selaku penanggung jawah
dilapangan mulai dari pelaksanaan perecanaan sampai dengan skhir pelaksanaan

kegiatan inl.
Padang  April 2021
Mengetahul,
Sekretaris Ka. Subbagl egawalian
- i
DEW1 » MM SRIW. MM
Pem Penata
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN MEBEL

LATAR BELAKANG

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan bagian dari
birokrasi pemerintah yang sangat penting kaitannya dengan sistem
penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Sebagal bagian dari
penyelenggaraan administrasi pemerintahan, ketersediaan dan kelengkapan
sarana dan prasarana sangat dipandang vital dalam pelaksanaan pelayanan
terutama dalam peaksanaan kegiatan belajar mengajar di Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat. Ketersediaan sarana dan
prasarana terutama meubllair kantor yang ditempatkan pada Kantor, Asrama
dan ruang kelas dipandang sebagai faktor utama ditujukan untuk memberikan
kenyamanan kepada peserta yang mengikuti pelatihan, karena tingkat semangat
belajar juga ditentukan oleh kenyamanan dari fasilitas yang disedlakan.

Untuk itu, dalam upaya meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana
meubilair diusulkan kegiatan pengadaan Meubeleur untuk tahun 2022 di Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat guna menjaga
dan meningkatkan pelayanan terhadap aparatur dalam dalam pelaksanaan
kegiatan Pendidikan dan Pelatihan. Ditambah lagl sebagal peluang untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah [PAD) dari sektor pendapatan bukan
pajak khususnyz darl pemanfaatan gedung penginapan, karena kelengkapan dan
ketersediaan sarana dan prasarana Inl juga untuk menarik plhak lain untuk bisa
memakal sarana pada BPSDM Provinsi Sumatera Barat,

Kondisi dilapangan ssat inl dirasakan sangat kurang dikarenakan
muebeleur yang ada saat ini banyak sudah tidak layak pakai terutama meja dan
kursi pejabat eselon I, Il dan IV, meja dan kursi labor komputer yang sudah
dihapuskan. Maka darf itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut diusulkan untuk
dianggarkan pada tahun 2022,

MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan

1) Meningkatkan ketersedizan fasllitas sarana dan prasarana Diklat untuk
menunjang kelancaran kegiatan pendidikan dan pelatihan

2) Meningkatikan kenyamanan kepada para karyawan/karyawat! dan Peserta
Fﬂlaﬁeli;mn dalam melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan sesual dengan
prosedur

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan ini adalah Pengadaan Meubilair di lingkungan Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat.

LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Lokasi pelaksanaan keglatan inl adalah Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Sumatera Barat ;



5. PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN
Proses pelaksanaan kegiatan ini adalah :
a. Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan dibagi dalam 2 (dua) Jenis yaitu melalul metode lelang
sederhana untuk paket pekerjsan yang nilainya besar dari Rp. 200.000.000,-
dan metode Pengadaan Langsung (PL] yang nilainya kurang dari
Rp. 200.000.000.-
b. Tahapan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan sarana gedung kantor ini dilakukan melalui beberapan
tahapan sebagal berikut:
- Persiapan
- Perencanaan
- Pelaksanaan Pekerjaan,
- Pengawasan
Pengendalian
= Pemeliharaan
Serah terima, pembayaran hasil pekerjaan (untuk pelaksanaan penyediaan
jasa kebersihan kantor)
- Pelaporan

6. PELAKSANA KEGIATAN
a. Kuasa Pengguna Anggaran,

b. PPTK
¢ Pokia (untuk pelaksanaan lelang sederhana penyediaan jasa keberzihan
kantor)

d. Pihak Ketiga (Rekanan)

7. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
Untuk kegiatan Pengadaan Mebel dilaksanakan pada Triwulan | Tahun 2022

Tahus 2022
Hode Kompansn - -
jsn | Peb | Mar | Apr | Mel | Junl | Jull | Agst | Sept | Okt | Nop | Des
Selans Mocal Pengadain | I H
Meubilalr I
L | = Mesjn Podiam | X

| «Miejn Rapat |
- bed
- Burm eseles 4 | | | I |

8. PEMBIAYAAN
a. Dana dari kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat, dan
anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh
Juta Rupiah)
b. Rincian Anggaran [RKA) terlampir



9, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pelaksanaan pengawasan dan pelaporan dari kegiatan ini menjadi tanggung
jawab Administrator (Sekretaris/KPA) sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan
dan Pengawas (Kasubbag Umum dan Kepegawalan/PPTK) selaku penanggung
jawab dilapangan mulal dari pelaksanaan perecanaan sampai dengan akhir
pelaksanaan kegiatan ini.

Padang, April 2021

Mengetahui,
Sekretaris Ka. Subbag U pegawalan
& - B
DEWI MM SRIW 1, MM
Pem Penata
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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR DAN

1.

3.

BANGUNAN LAINNYA

LATAR BELAKANG

Peralatan dan perlengkapan atau yang sering disebut dengan sarana dan
prasarana merupakan salah satu faktor penunjang dalam pencapaian
keberhasilan kegiatan baik proses belajar mengajar di Badan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Barat maupun pemenuhan
kebutuhan seluruh kegiatan di BPSDM Provinsi Sumatera Barat

Penyediagan peralatan dan perlengkapan kantor merupakan penunjang
kelancaran dan kesuksesan kegiatan baik yvang dilakukan oleh pengelola maupun
peserta diklat Namun dilapangan masih ditemukan kekurangan fasilitas
perlengkapan kantor tersebut, sehingga perlu diakomodir dan dialokasikan pada
rencana kerja tahun 2022 untuk dapat memenuhi kebutuhan sekaligus
mepermudah kinerja pengelola dan kelancaran serta kesuksesan diklat.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan bagian dari
birokrasl pemerintah yang sangat penting kaitannya dengan sistem
penyvelenggaraan pemerintahan secara umum. Sebagal baglan dari
penyelenggaraan administrasi pemerintahan, ketersediaan dan kelenghkapan
sarana dan prasarana sangst dipandang vital dalam pelaksanaan pelayanan
terutama dalam peaksanaan keglatan belajar mengajar di Badan Pendidikan dan
Pelatihan Provinsl Sumatera Barat Ketersedisan sarana dan prasarana yang
memadai dipandang sebagal faktor utama ditujukan untuk memberikan
kenyamanan kepada peserta yang mengikuti pelatihan, karena tingkat semangat
belajar juga ditentukan oleh kenyamanan dari fasilitas yang disediakan,

TUJUAN
Tujuan dari kegiatan ini adalah Meningkatkan kelancaran, kenyamanan kerja
dengan tersedianya peralatan dan perlengkapan yang memadai.

RUANG LINGKUFP
Ruang lingkup keglatan ini adalah penyediaan peralatan dan perlengkapan
dilingkungan BPSDM Provinsi Sumatera Barat

LOKASI KEGIATAN
Lokas| pelaksanaan kegiatan inl adalah Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsl Sumatera Barat

PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN

Proses pelaksanaan kegiatan inl adalah :

a. Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan dibagl dalam 2 (dua) |enis yaitu melalul metode lelang
sederhana untuk paket pekerjaan yang nilainya besar dari Rp. 200.000.000,-
dan metode Pengadaan Langsung (PL) yang nilainya kurang dari
Rp. 200.000.000,-



b. Tahapan Kegiatan
Fuhhﬂma:l;egiatan sarana gedung kantor ini dilakukan melalui beberapan
tahapan sebagal berikut :
- Persiapan
= Perencanaan
= Pelaksanaan Pekerjaan,
- Pengawasan
= Pengendalian
- Pemeliharaan
- Serah terima, pembayaran hasil pekerjaan dan Inventarisasi asset ke dalam
Sistem Aplikasi barang milik Negara (SIMEADA)
- Pelaporan

6. PELAKSANA KEGIATAN
a. Kuasa Pengguna Anggaran.

b. PPTK
¢. Pokija {untuk pelaksanaan lelang sederhana penyediaan jasa kebersihan
kantor)

d.  Pihak Ketiga (Rekanan)
7. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

' , Takun 2022
K
e Jan | Peb | Mar | Apr | Mel | Jusl | Jull qu!!‘-pt Oki | Moy | Des
| | |
BELAN]A MODAL x| |
= AC
= Sound System
- Mic Conference | ;

8. PEMBIAYAAN
g Dana darl kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat yang
direncakan sekitar Rp. 95.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Rupaih)
b. Rinclan Anggaran (RKA) terlampir




9, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pelaksanaan pengawasan dan pelaporan dari kegiatan ini menjadi Enggung
jawab Administrator (Sekretaris/KPA) sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan
dan Pengawas [Kasubbag Umum dan Kepegawaian/PPTK] selaku penanggung
jawab dilapangan mulal darl pelaksanaan perecanaan sampai dengan akhir
pelaksanaan kegiatan ini
Padang  April 2021

Mengetahul,
Sekretaris Ka. Subbag U n Kepegawaian
= ]
DEWI . MM SRI W, .54 MM
Pem Penata
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2.

4.

5.

KERANGHKA ACUAN KERJA (KAK)

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

LATAR BELAKANG

Kegistan Pelayanan Jasa Surat Menyurat ini merupakan kegiatan belanja
langsung pokok yang mengakomodir kebutuhan pokek administrasi caraka
pengantaran surat menyurat selama satu tahu, Dimana Sarana dan prasarana
nya berupa - Perangko - Materal - Benda Pos lainnya - Bahan Bakar Minyak

(BBM) Caraka.

MAKSUD DAN TUJUAN

a Mengakomodir penyediaan jasa surat menyurat dinas selama 1  satu ) tahun,

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup keglatan ini adalah melakukan proses distribusl surat - surat
dinas pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Frovinsi Sumatera

Barat.

LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan kegiatan ini adalah di Provinsi Sumatera Barat

PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN
Proses pelaksanaan keglatan ini adalah :

1. Mendata jumlah surat yang akan didistribusikan

2. Mendata alamst dan lokasi serta sifat surat yang akan didistribusikan.

3. Melakukan pengiriman surat dalam kota maupun luar kota

PELAKSANA KEGIATAN

a. Kuasa Pengguna Anggaran.
b. PPTK
ce. |JFU

d. Caraka

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk keglatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dilaksanakan pada :

Kempafmn

Tabun 2022

| Jon | Pob | Mar | Apr | Ml

Jusi

Faqt

|
Materal dan Benda Pos

= Materal 10000 | X | =

Belanjs Bahan Bakar {
Minyak/Gas Mobilitas [
[digunakan langsung l
untuk kegiatan)

- Belanja BBM (Pertalite)
untuk Caraka




6.

7.

PEMBIAYAAN
a. Dana dari kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsl Sumatera Barat
sebesar Rp. 18.000.000- (Delapan Belas Juta Ruplah)

b. Rincian Anggaran (RKA) terlampir

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pelaksanaan pengawasan dan pelaporan darl kegiatan ini menjadi tanggung
jawab Administrator (Sekretarls/KPA) sebagal koordinator pelaksanaan kegiatan
dan Pengawas [Kasubbag Umum dan Kepegawaian/PPTK) selaku penanggung
jawab dilapangan mulai darl pelaksanaan perecanaan sampal dengan akhir
pelaksanaan kegiatan ini.

Padang, April 2021

Mengetahul,
Sekretaris Ka. Subbag U pegawalan
- i
DEWI » MM SRI W, MM
Pe Penata

NIP. 19681115 198902 1 001 NIP. 19851221 201101 2012



L

2.

3.

5.

3.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

LATAR BELAKANG

Kegiatan Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik inl merupakan
kegiatan belanja langsung pokok yang mengakomodir kebutuhan pokok biaya
langganan air dan listk di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Days
Manusia Provinsi Sumatera Barat di Jalan Jin. Raya Indarung Km. 12 Padang Besi
Indarung dengan pembiayaan langganan jasa air , listrik dan jaringan
komunikasi selama satu tahun . Dimana sarana prasarananya berupa : -
Telephone, - Alr Bersih, - Listrik Kantor, - Wi Fi (internet), - Jaringan SIPKD -
aplikasi zoom dan belanja bahan bakar gas/minyak untuk pemakaian genset.

MAKSUD DAN TUJUAN

Mengakomeodir penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik di
lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsl Sumatera
Barat selama 1 ( satu ) tahun

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan ini adalah Membantu pembayaran tagihan langganan air,
listrik dan jaringan komunikasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat.

LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Lokasi pelaksansan kegiatan inl adalah di Lingkungan Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat

PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN

Proses pelaksanaan kegiatan ini adalah

1. Mendata jumlah kebutuhan sesual tagihan pembayaran

2, Mei:lm?fmn pembayaran tagihan per bulan sesuai dengan print out faktur
tagihan.

PELAKSANA KEGIATAN

a. Kuasa Pengguna Anggaran.
b. PPTK
c. JFU

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk keglatan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
dilaksanakan pada :

Kod . Tahun 2022
5 | Komponen fan | Pe | Ma | Ap | Me | Jun | juli | Ag i Se | Ok | No | De
; { b r ¥.1 3 )} %] st |pt| ¢t P 5
,, | BelanjaBahan | | | '
| Bakan Minyak/Gas | | | |




Mobilitas

(digunakan langsung i .
untuk kegiatan) . !

~-BEMuntukGenset |x |[x |[x |x [x |x |®% |Xx |[% |X |Xx |X
L_kanmrselinml
tahun L

(Solar) | _ |

Belanja Jasa Kantor |

Belanja Telepon

-elaniaTeIepunxxxxxx:xxuxx

Belanja Alr |

- Belanja Air ¥ |[x |x |x |x |x |x |x |x |Xx |X |[X
PDAM /PAMSIMAS

Belanja Listrik x Ix |x |x |x |x |x |x [x |x |x |X

Belanja jaringan
Komunikasi |

- Belanjajaringan |x |x |x |x [x |x [x |x |x |x |x |x
internet, SIPKD
dan Aplikasi
Z00M

5. PEMBIAYAAN
a Dana dari kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat
Sebesar Rp. 850.000.000,- ( Delapan Ratus Lima Puluh juta Rupiah )
b. Rinclan Anggaran (REA) terlampir

6. PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pelaksanaan pengawasan dan pelaporan dari kegiatan ini menjadl tanggung
jawab Administrator (Sekretaris/KPA) sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan
dan Pengawas [Kasubbag Umum dan Kepegawaian/PPTK] selaku penanggung
jawab dilapangan mulai dari pelaksanaan perecanaan sampai dengan akhir
pelaksanaan kegiatan ini,

Padang,  April 2021
Mengetahui,
Sekretaris Ka. Subbag U n Kepegawaian

S .

SRIW MM
Penata
NIP. 19681115 198902 1 001 NIP. 19851221 201101 2012



1.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM

LATAR BELAKANG

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupaksn baglan dari
birckrasi pemerintah yang sangat penting kaitannya dengan sistem
penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Sebagai bagian dari
penyelenggaraan administrasi pemerintahan, kebersihan dan keamanan
lingkungan kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia [EPSDM)
merupakan salah satu bagian dalam mendukung penyelenggaraan administrasi
perkantoran, karena kebersthan dan keamanan kantor harus dalam kondisi yang
optimal demi kelancaran pelaksanaan tugas.

Hal lain yang mendukung kelancaran program tersebut juga dibutuhkan
tenaga sopir untuk mempermudah kegiatan operasional lembaga dibidang
transportasi.

Untuk itu, dalam upaya meningkatkan kenyamanan, kebersihan dan
mobllitas kerja OPD, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Sumatera Barat membuat kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, |asa
Pengamanan Kantor dan Jasa Sopir pada tahun anggaran 2022 guna menjaga dan
meningkatkan pelayanan prima.

Akan tetapl permasalahan yang timbul dilapangan adalah pelaksanaan
pengadaan masih melalui metode pengadaan langsung untuk dua bulan pertama
dikarenakan anggaran untuk tahun berikut baru akan dibahas pada akhir tahun
ataupun awal tahun anggaran yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan yang
seharusnya bisa dilaksanakan untuk 12 bulan (Lelang Sederhana) terpotong
dengan pengadaan langsung untuk dua bulan pertama.

Untuk kedepannya diharapkan pelaksanaan pengadaan tenaga
outsourcing Inl bisa dilaksanakan pada akhir tahun (untuk proses
pengadaan flelang) dan pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan pada awal tahun
anggaran sehingga capaian kegiatan ini bisa maksimal guna pemenuhan target

anggaran.
Diharapkan dari kegiatan inl dapat memberikan kenyamanan, kebersihan dan
kelancaran mobilisasi di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Sumatera Barat

TUJUAN
Tujuan darl dilaksanakannya keglatan penyediaan [asa keberslhan, |asa
pengamanan kantor dan jasa Sopir Kantor adalah sebagai berilut :

Tujuan

Sasaran
Prioritas

Indikator

Ukuran

H'i:-nuﬂu
Selarang |

Meningkatkan
kebersihan,
keindahan dan
kenyamanan

lingkungan
Kantor BPSDM

Meningkatnya
kebersihan,

keindahan dan
kenyamanan
lingkungan
Kantor BFSDM

lopuk :
- [ana
- SDM

Dutpur;
Terpeliharnya
Kebersihan Kantor

Rp.
Org

Paket

545.381.750
15




No,

Tujuan

Sasaran
Prioritas

Indikator

Benefit:
Meningkataya kualltas

pelayanan pendukung
kelancaran kinerja

aparatur BPSDM
melalui terpenuhinya
kewajiban kepada plhak
ketiga

Impact :
Meningkatnya kualitas
kebersihan kantor

100

Meningkatkan

keamanan,
ketertiban dan
kenyamanan
lingleungan
Kantor BPSDM

Meningkatnya
keamanan,
ketertihan dan

kenyamanan
linghungan
Kantor BPSDM

Input :
- Diana
-50OM

Output;
Terjaganya keamanan
kantor BPSDM

Bepefit:
Meningkatnya kualitas

pelayanan pendukung
kelancaran kinerja

aparatur BPSDM
melalui rass aman dan

nyaman

lmpact
Meningkatnya kualitas

| keamanan kantor

BPSDM

646,568,650
14

100

100

100

Meningkatkan
kualitas
pelayanan Sopir

Meningkatnya
kualitas

pelayanan
sopir

lnput :
« Dana
- SDM

Output:
Meningkatnya kualitas
layanan sopir

Benefit -
Terisksananya kualitas
pelayanan dan
kelancaran

| lingkungan BPSDM

Impact |

Lancarnya pelaksanaan
kinaerja lingkungan
BPSDM

Rp.

Oran

162.614.400

100

100

100




3.

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan ini adalah penyediaan jasa kebersihan, jasa pengamanan
dan jasa sopir di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Sumatera Barat.

LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Lokasi pelaksanaan kegiatan ini adalah Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Sumatera Barat

5. PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN
Proses pelaksanaan kegiatan ini adalah :
a. Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan dibagi dalam 3 (tiga) paket kegiatan antara lain 1 paket
penyediaan jasa kebersihan kantor dilaksanakan dengan pemilihan langsung,
1 paket penyedisan jasa pengamanan kantor dilaksanakan dengan metode
kontrak perorangan (rekrutmen tenaga outsourcing], dan 1 paket penyediaan
|asa Sopir dilaksanakan dengan metode kontrak perorangan (rekrutmen
tenaga outsourcing)
b. Tahapan Keglatan
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui beberapan tahapan sebagai
berikut :
- Persiapan
= Perencanaan
- Pelaksanaan Pekerjaan,
= Pengawasan
- Pengendallan
= Pemeliharaan
- berah terima, pembayaran hasil pekerjaan [untuk pelaksanaan penyediaan
Jasa kebersihan kantor)
- Pelaporan
6. PELAKSANA KEGIATAN
a. Kuasa Pengguna Anggaran.
b. PPTK
c E:kjn i[um:uk pelaksanaan lelang sederhana penyedisan jasa kebersihan
ntor
d. Pihak Ketiga (Rekanan)
7. JADWAL PELAKSANAAN
Untuk kegiatan penyediaan jasa kebersthan kantor, jasa pengamanan kantor dan
jasa sopir dilaksanakan pada awal tahun yaitu Januari 2022,
: Tabun 2022
ln | Peb | Mar | Apr | Mel | jusi | jull | Agst | Sept | Okt | Nep | Des
Panywdissn [ass Keborsthan X z ¥ C ¥ E E 5 ' x x
Kamwmer -
m}lﬂm & x x K ¥ E X Y ¥ = 5
Peanyedisan Jass Sopir r | ] x x x X x K X K x




B. PEMBIAYAAN
a. Dana dari kegiatan inl bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat, dan
besaran dana yang akan dianggarkan adalah
- Jasa Kebersihan Kantor Rp. 645.381.750,- (Enam Ratus Empat Puluh Lima
Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)
- Jasa Keamanan Kantor Rp. 646.568.650,- (Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta
Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah )
= lasa Sopir Kantor Rp. 162.614.400,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Enam
Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah)
b. Rincian Anggaran (RKA) terlampir

9. PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pelaksanaan pengawasan dan pelaporan dari kegiatan inl menjadi tanggung
jawab Administrator (Sekretaris/KFA) sebagal koordinator pelaksanaan kegiatan
dan Pengawas (Kasubbag Umum dan Kepegawaian/PPTK) selaku penanggung
jawab dilapangan mulai dari pelaksanaan perecanaan sampai dengan akhir
pelaksanaan kegiatan ini.

Padang, April 2021

Mengetahui,
Sekretaris Ka. Subbag U n Kepegawaian
l'E ; ‘1 - §
DEWI MM SRIW MM
Fem Penata

NIP. 19681115 198902 1 001 NiP, 19851221 201101 2 012



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN
PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN

1. LATAR BELAKANG

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penunjang dalam
pencapaian keberhasllan kegiatan balk proses belajar mengajar di Badan
Pengembangan Sumber daya Manusia Provinsi Sumaterz Barat maupun
terlaksananya pemenuhan kebutuhan seluruh kegfatan di Badan Pengembangan
Sumber daya Manusia Provinsi Sumatera Barat.

Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas sangatlah perlu dilakukan
karena Kendaraan tersebut merupakan alat trasportasi yang sewaktu-waktu terus
digunakan, dan agar didalam melaksanakan tugas kelapangan tidak ada hambatan
maka Kendaraan Dinas tersebut dipelihara secara berkala,

2. TUJUAN
Tujuan dari kegiatan ini adalah terpeltharanya kendaraan dinas operasional dan
pembayaran pajak kendaraan tahun 2022 Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provins{ Sumatera Barat.

3. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup kegiatan inl adalah terlaksananya kelancaran pelaksanaan
kediklatan dilinglkungan BPSDM Provinsi Sumatera Barat.

4. LOKASI KEGIATAN
Lokasi pelaksanaan kegiatan ini adalah Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Sumatera Barat.

5. PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN
Proses pelaksanaan kegiatan ini adalah :
a. Metode Pelaksanaan
h.ﬂl?idilam melaksanakan kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagal
t:
1. Mempersiapkan pemeliharaan Kendaraan dinas operasional dan pembayaran
pajak kendaraan tahun 2022,

£, Melakukan Kendaraan dinas operasional dan pembayaran pajak kendaraan
tahun 2022,

b. Pelaksanaan kegiatan sarana gedung kantor ini dilakukan melalui beberapan
tahapan sebagal berlkut :

Persiapan

Perencanaan

Pelaksanaan Pekerjaan,

Pengawasan

Pengendalian

Serah terima, pembayaran hasil pekerjaan

Pelaporan



1. PELAKSANA KEGIATAN
a. Kuasa Pengguna Anggaran.
b. PPTK
¢ Pthak Keriga (Rekanan)

2. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

| _ Tahun 2022

No | Komponen Ma | A | Me | Jun jui | A8 | Se | Ok | No | De

jan | Ped | pr| i | § | st pt .t | p|s
Belanja Prem| | | |
| |

Asuransi Barang

_Milik Daerah | -
- Belanja Premi | £ | [ .
Asurans |
Kendaraan I

e ———

Operasional |

SN [

“Belanjs Bahan % x X x|
Bakar Minyak / |
Gas dan Pelumas

1

(untuk perawatan)

Belanja STREER | I = | X %

] | |' -

3. PEMBIAYAAN
2. Dana dari keglatan ini bersumber dar| APBD Provinsi Sumatera Barat yang
direncakan sekitar Rp 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)
b. Rincian Anggaran [RKA) terlampir

4. PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pelaksanaan pengawasan dan pelaporan dari kegiatan ini menjadi tanggung jawab
Administrator (Sekretaris/KPA) sebagal koordinator pelaksanaan kegiatan dan
Pengawas (Kasubbag Umum dan Kepegawaian/PPTK) selaku penanggung jawab



dilapangan mulai dari pelaksanaan perecanaan sampai dengan akhir pelaksanaan
keglatan ini.

Padang, April 2021

Mengetahul,
Sekretaris Ka. SubbagU n Kepegawaian
- L]
DEWI Sos, MM SRIW. .58 MM
Pem Penata

NIP. 19681115 198902 1 001 NIP.19851221 201101 2 012



1.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEMELIHARAAN MEBEL

LATAR BELAKANG

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penunjang dalam
pencapaian keberhasilan kegiatan baik proses belajar mengajar di Badan
Pengembangan Sumber daya Manusia Provinsl Sumatera Barat maupun
teriaksananya pemenuhan kebutuhan seluruh kegiatan di Badan Pengembangan
Sumber daya Manusia Provins| Sumatera Barat

Pemeliharaan Meubelair sangatlah periu dilakukan karena Meubelair
tersebut merupakan alat pendukung yang penting dalam pelaksanaan pekerjaan,
yang terus digunakan, dan agar didalam melaksanakan tugas kelapangan tidak ada
hambatan maka Peralatan dan Meubelair tersebut dipelihara secara berkala.

TUJUAN
Tujuan dari kegiatan inl adalah terpeliharanya Peralatan dan Meubelair Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat.

RUANG LINGKUP
Ruang lingkup kegiatan Ini adalah terlaksananya Kkelancaran pelaksanaan
kediklatan dilingkungan BPSDM Provinsi Sumatera Barat.

LOKASI KEGIATAN
Lokasi pelaksanaan kegiatan ini adalah Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provins| Sumatera Barat.

PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN

Proses pelaksanaan kegiatan ini adalah :

a. Metode Pelaksanaan

i Didalam melaksanakan kegiatan Ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai
kut :

1. Mempersiapkan pemeliharaan Peralatan dan Meubelair tahun 2022

2. Melakukan pemeliharaan Meubelair,

b. Pelaksanaan kegiatan sarana gedung kantor inl dilakukan melalui beberapan

tahapan sebagai berikut :
- Persiapan

- Perencanaan

- Pelaksanaan Pekerjaan,

- Pengawasan

- Pengendallan

- Serah terima, pembayaran hasil pekerjaan
= Pelaporan

PELAKSANA KEGIATAN

4, Kuasa Pengguna Anggaran.
b. PPTK

¢ Pihak Ketiga (Rekanan)



2. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahun 2022

|

Hu‘ Komponen Ma | A | Me | Jun Ag | Se | Ok | No | De
I Jan Fahl_ | ! I.'I‘“'st']:ll‘ t p | 8

- Blaya X 1 x
| pemeliharaan Meja
Belajar - |

- Blaya X
pemeliharaan Meja
Rapat

- Bieyn X
Pemeltharaan Meja

;

4
E
]
&
L B B I P

3. PEMBIAYAAN
4. Dana dari kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat yang
direncakan sekitar Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)
b. Rincian Anggaran (RKA) teriampir

4. PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pelaksanaan pengawasan dan pelaporan dari keglatan ini menjadi tanggung jawab
Administrator (Sekretaris/KPA) sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan dan
Pengawas (Kasubbag Umum dan Kepegawaian/PPTK) selaku penanggung jawab
ﬁeﬂ;panpn mulal dari pelaksanaan perecanaan sampai dengan akhir pelaksanaan
atan ni.

Padang, April 2021
Mengetahui, R
Sekretaris Ka. Subbag U n Kepegawaian
— L]
DEW1 , MM SRIW S MM

NIP. 19681115998902 1 001 NIP. 19851221 201101 2 012



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEMELIHARAAN /REHABILITAS] SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG

1.

5.

KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan administrasi pemeliharaan bagian dari birckrasi pemerintah
yang sangat penting |Kkaltannya dengan sistem  penyelenggaraan
pemerintahan secara umum. Sebagal bagian dari penyelenggaraan administrasi
pemerintahan, pemeliharaan/perawatan bangunan dan utilitas gedung kantor
merupakan salah satu bagian dalam mendukung penvelenggaraan
administrasi perkantoran, karena kondisi fisik bangunan dan utilitas gedung
kantor harus dalam kondisi yang optimal demi kelancaran pelaksanaan tugas.

Untuk mewujudkan kondisi yang demikian perlu didukung oleh tenaga
pemeliharaan/perawatan yang mempunyai kemampuan yang cukup trampil
dalam bidang jasa pemeliharaan gedung kantor, Jaringan Airlistrik LAN,
Komputer,dan kelengkapan sarana prasarana lainnya. Untuk [tu, dalam upaya
meningkatkan  kenvamanan dan  kebersihan  pemeliharaan/perawatan
bangunan dan halaman gedung kantor dan sarana prasarana lainnya, Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat membuat kegiatan
pemeliharaan Gedung kantor pada tahun anggaran 2022 guna menjaga dan
meningkatkan pelayanan terhadap kebersihan dan keindahan di
lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat

TUJUAN
Tujuan dari kegiatan ini adalah Terpeliharanya bangunan kantor, asrama, Aula,

Ruang makan, Koridor, Pagar dan Parkir Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusla Provins| Sumatera Barat

RUANG LINGKUP
Ruang lingkup keglatan inl adalah terlaksananya perbaikan, rehab, pengecatan dan
perawatan gedung dilingkungan BPSDM Provinsi Sumatera Barat

LOKASI KEGIATAN
Lokasi pelaksanaan kegiatan ini adalah Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Sumatera Barat.

PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN

Proses pelaksanaan kegiatan ini adalah :
a. Metode Pelaksanaan
S Ei:lahm melaksanakan kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai

rikut:

1. Pekerjaan yang dilaksanakan setiap hari

2. Pekerfaan Mingguan

3. Pekerjaan Bulanan

4. Pekerjaan yang sewaktu - waktu dibutuhkan



b, Pelaksanaan kegiatan sarana gedung kantor ini dilakukan melalui beberapan
tahapan sebagal berikut:
- Persiapan
- Perencanaan
- Pelaksanaan Pekerjaan,
- Pengawasan
- Pengendalian
- Serah terima, pembayaran hasil pekerjaan
- Pelaporan

1. PELAKSANA KEGIATAN
a. Kuasa Pengguna Anggaran.
b. PPTK
t. Pihak Ketiga (Rekanan)

2. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahun 2022

No Komponen Pe | Ma | Ap | Me | Jun Ag | Se | Ok | No
sl O A T I pt

1 | | |

Belanja i | | |
Pemellharaan |
Gedung dan

1 | Pemeliharsan | X
Gedung | ==

- Blaya .
2 | Perbalkan X | x | % | 2 |'®& | 2 |x | £ | 2| x [Xx

Genset

,'*H"I]'ﬂ.
| Loundry

Bliaya
Pemeliharaan
4 |JaringanAlr, | x | x | 2 | 2 | x | x| x| x | x| x| x
Listrik dan ,
LAN

- Blaya

Pemellharaan |
S (CCTV,Running | x | ¥ | x | x | x| x| x| x| x| x| x
Text, AC,
Pompa Alr

- Biaya | -
| 6 |Pemeliharaan | x | x | % | 2 | x| x | x | 2 | 2 | x | x
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3. PEMBIAYAAN
a. Dana dari kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat yang

direncakan sekdtar Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
b. Rincian Anggaran [RKA) terlampir

4. PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pelaksanaan pengawasan dan pelaporan dari kegiatan Ini menjadi tanggung jawab
Administrator (Sekretaris/KPA) sebagal koordinator pelaksanaan kegiatan dan
Pengawas (Kasubbag Umum dan Kepegawaian/PPTK) selaku penanggung jawab
dilapangan mulal dari pelaksanaan perecanaan sampai dengan akhir peiaksanaan

kegiatan ini.
Padang, April 2021

Mengetahui,
Sekretaris Ka. Subbag U n Kepegawalan
\g\ a7 y
DEWI MM SRIW MM
Pemina Penata

NIP. 19681115 198902 1 001 NIP, 19851221 201101 2012



LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR SUMATER BARAT
NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : IMARETIIN
TENTANG  : PETUNJUK OPERASIONAL

KERANGKA ACUAN KERJA PELAKSANAAN KEGIATAN
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemuntauan, Evaluasi Dan Pelaporan
Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti Dan Pllihan Bagi Jabatan Administrasi
Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Konkruen, Perangkat Daerah Fenunjang Dan
Urusan Pemerintahan Umum
TAHUN ANGGARAN 2022

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pmbmn&mdmﬂmum?mngkmﬂmahhﬁuismmﬂummﬂah
mmpakmlmbupTﬁﬂsthuhnpiummpmduhmgmlﬁs Kepala Daerah di
Bm&ﬂdﬂmﬂm&hﬁmmmﬂﬁmmmhﬂﬂmmm
pmmmmrhnpﬂ-kmmkehﬁukmdwmhdihidmgpmﬂdihndmmlmhm

wmmmmmmwwrmwsmmp
Manusia Provinsi Sumatera Barst salah satunys dibantu oleh bidang pengembangan
kompetensi teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat tahun
EﬂleuuwﬂmmpspuhukdmﬂmlﬂiﬂaﬁnPWEanrhﬂm
hﬂmiﬂmmmmmpﬂkﬂﬂmmbﬂmﬂmﬂﬂl
Manusia Provinsi Sumaters Barat adalah melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

mmﬁmwmmmmwﬂmmim
kabupaten/kota.

WWEMMBMWWSMDEwM
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis akan
mmyelmumkmbchenpanﬂﬂmhhﬂs,dmmﬂmmbimm.pmumrﬂmﬂm
fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan kompetensi teknis umum, inti
dmpﬂihubnﬁjﬁmndmimdpmwimmrmmmmm
wmmmﬁmmmﬂmmmmm
kerangka acuan kerja ini.

2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor &1 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah
Swantantrs Tingkat 1 Sumatera Baret, Jambi dan Risu Menjadi Undang-Undang
{Lembaran Negara RI Nomor 16460 ) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979,
Pemindahan ibu kota Provinsi Deersh Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke
Padang Lemberan Negars Republik Indonesia Nomor 44 tshun 1979, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3146 );

2. Undang-Undang Nomor 17 tehun 2003, tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 426 )



3, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, tentang Sistim Perencanaan Pembangunan
Nasional { Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004 J;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor $ tghun 2014, tentang Aparatur Sipil
Negara ( Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2014, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5434 ),

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Undang-Undang Republik Indanesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan
Bencana;

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluesi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daersh Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
DﬁmhdmRumhmgtmnnlmghMmmpthﬂme&n
Perubshan Rencans Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangks Menengah Daerah dan Rencans Kera Pemerintah Daerah;

% Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Kepegawaian;

9. mmmwlmwﬂmsamzmmﬁmm
m?mmnmmmmwmw
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4741 );

10. Peraturan Pemerintsh Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkst
Daerah:

11. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah;

12.P=mmﬁepdalﬂnhpﬁdmhhuﬁbhgulkupubukwmmnrﬁuhm
:n:im@MMWWWMMMpﬂm
teknis.

13. Peraturan Gubemur Provinsi Sumatera Barat Nomor 38 tahun 2017 tentang Uraisn
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Sumaters Barat;

3. TUJUAN DAN SASARAN
1. Tujuan Kegiatan :

s Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis
aparatur baik yang dilaksanakan di provinsi maupun kabupaten'kota serta
menyelaraskan program dan kebijakan pemerintah pusat dalam menerapkan
reformasi birokrasi khususnya dalam hal reformasi birokrasi pada Pengembangan
SDM aparatur.

b. Melakukan fasilitasi kegistan Pengembangan Kompetensi Teknis dari Instansi
Vertikal, Kabupaten dan Kota dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumaters Barat.

¢. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap alumni pelatihan spaksh teizh
mumhnmﬁmgﬁb:ﬁkmmhmp:hﬁhmmﬁdmgwndi



2. Sasaran Kegiatan :

Adapun sasarsn dari kegiatan ini adalsh ;

a. Terjalinnya koordinasi penyelenggaraan Pengembangen Kompetensi Teknis
apmbaikymdﬂakﬂnﬁmdipmvhﬁmpwhhwmmm
mm}rcimﬁkmpmgmmdmk#bijlkmpemninmhpusﬂﬁnlmmmutpkm
reformasi birokrasi mmyldnlunhnlrtﬁ::mn&ihimkmipﬂu?mmhqm
SDM aparatur

b. Terselenggaranya fasilitasi kegiatan pengembangan kompetensi tekniz dengan
hmﬁwrﬁﬂhuhupmmdmkmdﬂingkmnmhmmnuhhnﬁnﬁsm
Barat.

c. hhﬂmkmﬂwwmmuﬂuﬁkummmimﬂmﬁehm
organisasi dan mampu mengakmualisasikan kompetensinya dalam pelaksanstan
tugas dan fungsinya di OPD masing-mesing

4, RUANG LINGKLUF

Untuk mmapﬁnﬁmdmmp:hknmminﬁmnpmgmmnmbﬂdwl
manusia aparatur Badan Fmpmhmgmﬂmn’aerm;mhtmﬁh?mﬁmsmmmm
dmp:lnpmmpmgmbusmkumpﬂuﬁutnismmﬁdmﬁﬁhmhuijlhm
meﬂwﬂmmmkmmmﬁpﬂm

mmmmmmmmmmmmjmmumu
meﬁmﬁw.wwummum
dﬂmﬁwgm?mmmhh’uﬁimm

6. JADWAL KEGIATAN

Jadwal Pelaksansan Kegiatan pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantsuan, evalussi
dmpdammpmgmhmgmkﬂmpﬁmﬂmhmmhﬁdmpiﬁhmhgihbam
dan urusan pemerintahan umum dimulsi bulan Januari-Desember tahun anggaran
berlangsung.



7. PEMBLAYAAN
Biava penyelenggaraan kegistan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja
Daersh (APBD) BPSDM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dengan total biaya sebesar
Rp.39.000,000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupish) yang dituanghkan dalam DPA OPD
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022,

8. PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Secars imtemnal pengewasan dilskukan oleh KPA dan PPTK dan ditetspkan dengan
Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022. Adapun Pengawasan akan dilaksanakan oleh KPA mulai dari Fra hinggs
Pesca Pelaksenaan Kegiatan.

pmgmhmsmhmmﬂmﬁsmmhﬁmﬁmm#jmmnﬂﬂm
mwmmmmmmmnm
pemerintahan umum.

Padang, April 2021
Mengetahui;
Kuasa na Anggran Pejabat Pelaksana Teknis Kegintan
-
DEWI S.Sos, MM LIESMAYETI, SE

NIP. 19681115 158902 2 001 NIP. 19631011 198511 2 001




LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR SUMATER BARAT
NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : 2MARET 1011
TENTANG 1 PETUNJUK OPERASIONAL

KERANGKA ACUAN KERJA PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS
TAHUN ANGGARAN 2022

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daersh Provinsi Sumatera Barat Nomor § Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daersh Provinsi Sumnatera Barat adalah
merupakan Lembaga Teknis Dacrah sebagei unsur pendukung tugas Kepala Daerah di
BMmgPuﬂidikande:hﬁhmmminuknkfﬂnﬁmgsinynmﬂnhmﬂnkm
pmyuauumdmpelakmumkehijﬂmdmmhdihidmgpmdidihndmpthﬂhm

mhmp:hkmmgupoknkdmfmaﬂnrnBuﬁmPWSmnhum}m
Manusis Provinsi Sumaters Barat salah sstunya dibantu oleh bidang pemgembangan
kompetensi teknis sebagaimana distr dalam Peraturan Gubermnur Sumatera Barat tahun
2017 tentang ursian tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Days Manusia
Provinsi Sumatera Barat dengan uraian fugss menyiapkan bahan kebijakan den perumusan
Fmbﬁmhﬂhmmmmmmmnmmnhh
pada Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis.

Berdasarkan kalender diklat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis akan
wlmmﬂnhﬂ:pMTmmphmmwlthnddmkmghm
kerja ini.

1. DASAR HUKUM

|. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pemetapan
Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daersh
Swantanira Tingkat | Sumatera Barat, Jambi dan Risu Menjadi Undang-Undang
{Lembaran Negara RI Nomor 16460 ) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 2% Tahun 1979,
Pemindshan ibu kota Provinsi Daersh Tingkat | Sumatera Barat dari Bukittinggi ke
Padang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1979, Tambehan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3146 );

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 426 );

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistim Perencansan Pembangunan
Nasional { Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004 );

4. Undeng-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil
MNegara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5454 };




5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan
Bencana;

7 Perauran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dasrah, Tata Cars
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerash dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembengunan Jangka Panjang Daersh. Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Mangjemen
Kepegawaian,

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian
urusan Pemerintah Deersh Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten'Kota
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4741 )

10. Peraturan Pemerintzh Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat
Daersh;

11. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 38 tahun 2017 tentang Urajan

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Sumatera Barat;

3. TUJUAN DAN SASARAN
1. Tujuan Kegiatan :

a Peserta dspat memshami sifat bencana, tipe bencana, bahaya dan kerusakan akibat
bencana, mekanisme kerusakan, cara-cara dan tindakan mitigasi bencana.

b. Peserta dapat mmingknhnhuﬂmdmmmmahnﬁmﬁngny:mmﬂiﬁ
kem:mpmhﬂbihuinggﬁsdnllmp:lnhummgﬂnhlﬁhﬂmmmhqi
Aparatur vang berhubungsn lsngsung dengan penanaman modal, pengelolaan
emgisumb:rdny-minm!mmtmﬂinmmpndmin&mmﬂ.

¢. Kemampuan berkomunikasi dalam berbahasa inggris baik secara lisan maupun
tulisan sehingga dapat memberikan pelayenan yang baik dan lancer terutama bagi
pihak yang berasal dari luar negeri.

d. membekali para PPTK, Panitia /Calon Penitia /Pejabat Pengadasn dengan
pengetahuan teknis pelaksanaan pengadasn sesual dengan Peraturan Presiden
Womor 16 Tehun 2018, tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan perundang-
mdmamlﬂun}lmubﬂhhldﬂnubauibﬁhﬂunmkmmﬁkuﬁlﬁimﬂuimﬂ
Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa.

e. Memberikan proses terapi diri dalam berkonunilasi dan menimbulkan adanya saling
pengertian, sehingga terciptanya saling percaya antar sesama.

f. Membentuk pola pikir kratif, serta meningkatkan kecerdasan emosional dan spritual
dalam berintegrasi.



1. Sasaran Kegiatan : | .
Ad:pmmmndnﬁkﬁiﬂﬂpmmhmgmkumpemdmkmslﬂuﬂnh.

1Tmﬂimyumhu&lﬂmmmhmmmiﬁkipmmhmﬂn dalam

penanggulangan bencane.
b. Terwujudnya kompetensi para, PPTK, Panitia/Calon Panitia /Pejabat Pengadasn
dalam melaksanskan Pengadnan Barang/Jasa Pemerintsh secara baik dan benar

sesugi peraturan.

¢, Meningkainya Kemampuan berkomunikasi dalam berbahasa inggris baik secara
Hmmwﬂwuﬁm@mﬁ:ﬁkmm@ﬁnghﬁkmm
terutama bagi pihak vang berasal dari luar negen.

d. Hmiﬂgkﬂﬂwukmnpunpﬁ:mdﬂﬂmhuﬂﬂnbﬁmmmﬂkﬁimmm
tim, pemecahan masalah, kepercaysan diri, kepemimpinan, kejujuran/sportifitas
dan kerjasama,

4. RUANG LINGKUP

Dalam pmmhﬂmHhWMTmhI&mw Bencana
pmwmlmmmmmmmw
Emnbunnylnmnum:hluiﬂmbmmdiﬂflhndﬂnkukmdmmmihn;hm
pekerjaan vaitu;

1. Pra diklm .
Dalam tshapan ini akan dilakukan segala persispan, yafu berupa penctapan
narasumber/widyaiswara,dengan mengonsultasikan kurikulum dan materi yang relevan
dmhﬂmmmﬁmﬁﬂaﬁpmmfmmjmﬂbﬂmmn&mm
sqnhmmmﬁ:pmlahmyu,tmkhhmb:ﬁhhukmaﬂhpﬂ?ﬂﬂﬂlnkm
menjadi peserta.

2. In diklat _ |
mmmmmmﬁnpﬂuksuMMHm&hﬁhm

3. Pasca diklat
Pada tahapan ini, setiap OPD akan dipantau untuk melihst tindak lanjut hasil diklat. Dan
selanjutnya disusun pelaporan pelaksanaan diklat.

5. LOKASI PELAKSANAAN
Pelaksansan Pengembangan Kompetensi Teknis Aparatur bagi ASN di Lingkungan

Pemerintak Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Sumaters Barat, Jalan Raya Indarung KM.12 Padang Besi - Padang.



6. JADWAL KEGIATAN
Registrasi peserta dan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022 selama 28 (Dua puluh
delapan) hari masing ksgiatan 7 (tujuh) hari kerja, dan skan dituangkan dalam jadwal
nantinya.

7. PEMBIAYAAN
Biaya penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Aparatur ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) BPSDM Provinsi Sumatera Barat Tahun
2022 dengan lama pelatihan 28 (Dua puluh delapan) hari kerja dengan total biaya sebesar
Rp.567.000.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupish) yang dituangkan dalam
DPA OPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun
2022,

8. PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Agar pelaksansan bisa berjelan baik meka setiap proses kegiatan akan dipantau
langsung oleh dirla. Disamping it Kepala Bidang secara periodik akan memantau proses
Pﬂummumﬂmmmmmkmmum:hﬂum
mmmmmmwmm:mmjwmmm
mmimwmmmﬂmmmpmmm
mengetahui kualitas pengajaran dan pelaksansan diklat.

Tu:hudlphdahﬂlmjldipmﬂuhhnmkﬂpdﬂmmmdikmﬁmlw
dﬂ.pmkmmmﬁmhupadlmdmmhhsﬂtnihﬁmplﬂnglmﬂltum
Bulan akan disampaikan laporan tertulis kepada kepala BPSDM Provinsi Sumatera Barat
sebagai wujud pertanggungjawaban kerjs.

WWMM:H&MWWWW
Pengembeangan Kompetensi Teknis Aparatur,

Padang, April 2021
Mengetahui:
wmﬂ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
DE $.S0s, MM Lmsnmmﬁ. SE

NIP. 19681115 198902 2 001 NIP. 19631011 198511 2 001



CELRARTE A BALAT . L

KERANGEKA ACUAN KERJA
(KAK)

SR KEGIATAN PENYUSUNAN KEBITARKAN TEKNIS DAN
RENCANA SERTIFIKASI KOMPETENST, PENGELOLAAMN
KELEMBAGAAN, TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI,
SUMBER BLELAJAR, KERJASAMA, PENGEMBANGAN
KOMPETENSI PIMPINAN DALERAH, JABATAN PIMPINAN
TINGGL, KEPEMIMPINAN DAN PRAJABATAN,
SERTAJABATAN FUNGSIONAL
TAHUN 2022

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROVINSI SUMATERA BARAT
]l. Rava Indarwang Padang Besl Km. 12 Padang Telp. [0751) 71880, 72370
Fax. (D751) 72370
htep:/ /dikdat.sumbarprov.goid




KATA PENGANTAR

Calam rangka pancapaian maksud dan tujusn agar tariaksenanys pmhmgummuhmn&ﬁm
dan skuniabel, maka pengelcisan pembangunan daersh periu didukung dengan administrasl yang sesual
wmmmmmmmmwmmlm
mmmmmmuMansmmw:wmmmﬂ tentang
Pedoman Operasional Pelaksanaan Frogram/Kegiatan Pemarintah Daerah Provingd Sumalera Baral

Pembuatan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dimaksudican sebagai scuan dalam peiaksanaan Dokumen
memmmmﬂmhmﬂvsﬂmmwaEmmmw
WMmrmﬂwdeWMnmmmmMMMm
Kafa Perangksl Deerah (SKPD) secara efisien, gfektf transparan, terbuks, bersaing, adil, tidak diskrminatif
dan akuntabel

Bardasarkan Kalkender Kagiatan Badan Pengembangan Sumbser Daya Manusia Provinsi Sumatera Baral
Tﬂmmummwﬂmwmmmmmm
MMWTMMMMMW.WW.TM
Pengembang Kompetensi, Sumber Belsjar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensl Pimpinen Daerah,
Jabatan Pimpinan  Tinggi, Kepemimpinan Dan Prajabatan, Senajabatan Fungsional Tahun 2022

&mmmwdmmmmmmmw
Wﬂmmmhmmwmwnmmumuwrﬂmmmw
pelaksanaan Sub Kegiatan.

Padang. ,ﬂfr.\ . 2021

D SKPK

5.50s, MLSI
NiP 19750115 199310 1001



LAMPIRAN Il : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR * 18 TAHUN 201
TANGGAL ; 2 MARET 2011
TENTANG - PETUNJUK OPERASIONAL
PETUNJUK OPERASIONAL
PELAKSANAAN KEGIATAN APED PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022
e — = — = # = — =
A. DATA-DATA
Name SKPD . BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Urusan Pamegrintahan - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Program . PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Lokasi Kegiatan ' Kota Padang.Lubuk KZangan Padang Besi
Nama Kegiatan - Sartifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetens! Manajerial
dan Fungsional
Sub Keglatan ' Panyusunan Kebijakan Taknis Dan Rencana Serfifikasi Kompelens|,
Pangslolasn Kelgmbagaan, Tenaga Pengembang Kompsiensi, Surmber
Beiajer, Kerjasams, Pengembangen  Kompetensi Pimpinan Dasran,
Jabatan Pimpinan  Tingg!, Kapemimpinan Dan Prajabatan.
Sertajabatan Fungsiong!
Pengguna Anggaran
Mama - D, H. Jefrinal Arifin, SH, M.SI
Jabatan : Kepata BPSDM Provinsi Sumatera Barat
Alamsat - Jalan Rays inderung Padeng Besi Padang
Kussa Pengguna Anggaran
Nams Dewl Ria, 5.508, MM
Jabatan | Bekrataris Badan
Alamal . Jaian Raya Indarung Padang Besi Padang
Pejabst Pelaksana Teknis Kegiatan
Nama - Hendra, 5.508, M.SI
Jabatan Kepala Bidang Sentifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan
Rlamat  Jalan Raya Indarung Padang Besi Padang
Bendzhara
Nama : Meridawati, SE
Jabatan  Staf Sub Bagian Keuangan
Alamat  Jalan Rays indarung Padang Besi Padang
Tangpal Penerbitan DFA i e ]
Jumiagh Dang Rp. 88.208.700 -

Tujuan dan Ruang Lingkup kegiaton :

Pengambilan keputusan secara bersnma terkait penyamoon persepsi dan komitmen tenteng

peningkatan mutu penyelenggarsan dan mutu lulusan dari peserta pelatibon bagi aparatur di

lingkungon Pemerintah Provinsi, Kabupaten /Rota di Sumatera Barat,



STRUKTUR ORGANISASI
BIDANG SERTIFIKASI KELEMBAGAAN DAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

KEPALA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN PENGELOLAAN KELEMBAGAAN

HENDRA, 5.50s, M.5i
NIP 19750115 199310 1 001

|

l l

l

—— KASUBID KASUBID
E L . RTIFIMASE KOM M|
KELEMBAGAAN DAN TENAGA F;HEEL?]::A:E gmg ::15 i E.iﬂaﬂ ELAJAR SE [ KOMPETENS
PENGEMBANGAN KOMPETENSI * :
ERMAN, 5. Pd Dra. RITA HOVIATRI ALDD RAMDHANI NASERD, SiP. M.A.P
NIB 18660803 198903 1 003 iR 19531122 199403 2 003 NIP. 19830301 207507 1 1007
! ! !
STAF SUBID KELEMBAGAAN DAN STAF SUBID PENGELOLAAN STAF SUBID
TENAGA PENGEMBANGAN SUMBER BELAJAR DAN KERIASAMA SERTIFIKAS] KOMPETENS]
ROMPETENSI

1. PRIMA ANDRIA MARTA
NIP, 19710419 207406 1 007




B. INDIKATOR FINERJA KEGIATAN

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

MASUKAN | Tersadinya Dana Rp. 98208700

KELUARAN | Pelsksanaan Rakor Pangembangan SDM 1 dok

Prumusan kebiakan dan weknis pelaksanaan
HASIL Dikdat Aparatur o linglungan Pemeriniah | ..o o

lm.w:mmw
terkalt

C. TIME SCHEDULE
Pelaksanaan Kegatan

Tahun 2021
. WO RENCIAN KEGIATAN |:3‘!ETQI'1I"H;H“

Mambia! Petunjuk Operasionai x|
(POY KAk I
Konsutasi dan Koordinas! ke
Instans] erkall

Rapst Persiapan | X
Panylapan Bahan dan Adm |
Pembuatan dan penyampaian

i
5

e

5

B
|

|

. | Pelaksanaan Seminar X
| 9. Rapat pematangan X
: hasi/Keputusan seminar
10, | Swdi Comparative i X |
" 11. | Rapat Penentuan Hasi Akhir Rakor I X
| 12 Pambuatan dan Pencatakan X |
Laporan

* | seminar Kit i

S S TRUKS| PENGGUNA ANGOARAN | KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Padang, Apnl 2021

MENGETAHUI
RIS, EKELAPA BIDANG SKPK
KUASA P .ﬁ&Hﬁi&Hﬁ PEJABAT TEENIS IATAN,
8508, MM S.50s, M.Si

NIP. 19681 116 198902 2 001 NIP. 19750115 199310 1 001




SUMETERR BARAT

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

SUB KEGIATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2022

BADAN PENGEMBANGAN DAYA MANUSIA
PROVINSI SUMATERA BARAT
JI. Reya Indarusng Padang Besi K. 12 Pedang Teip. (0751) 71860, 72370
Fas, (0751} 72370
hitg:/fdiklat sumbarprov.go.id



KERANGKA ACUAN KERJA

A. NAMA SUB KEGIATAN
“Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintuh Provinsi Dan

Kabupaten/Kota™

B. LATAR BELAKANG

Sesual dengan amanat Undang Undang Nomaor 3 Tahun 2014 Temang Aparatur
Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Temtang
Marajemen Pegawal Negeri Sipil menjelaksan bahwa setiap ASN dalam penempaian
gas jsbatan herus sesus| dengan kompetensi yang dibutuhkan. Kompetensi ASN
tersebut meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial den kompetensi sosial
kulteeal, Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
juga disebutkzn salah satu kompetensi yang mesti dikuast oleh ASN dalam melaksanakan
tugas jabatan adalah kompetensi pemerintahan.

Jabatan ASM adalah kedudukan yang menunjukkan fungsl. tugas, wnggung
jawab. wewenang, dan hak secrang pegawai ASN dalam suatu saiuan organisasl. Jenis
jabatan ASN meliputi Jabatan Administrasl (Pelaksana, Pengawas. Administrator),
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Setiap jabatan memiliki standar
kompetensi vang menjadi telah ditetapkan sebagai desar untuk menduduki jsbatan.
Sesusi dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparstur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomer 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan (SKJ} ASN
menjelaskan bahwa SKJ ASN adalzh deskripsi pengetzhuan, keterampilan dan perilaku
vang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melnksanakan tugas jabatan.
Untuk memastikan penguasaan kompetensi yang hesilnya menjadi dasar pemberian

sertifikat kompetens! dapat dilakukan melalui Sertifikasi Kompetensi/Lji Kompezensi,



Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumaters Barat
merupakan badan dsersh yeng melaksanaken unsur penunjang urusan pemerintahan di
bidang Pendidikan dan Pelatihan BPSDM Provinst Sumatera Barat memiliki mugas pokok
melaksanakan pengembangan sumber dava manusia aparatur di bidang penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sesual
dengan Peraturan Gubernur Sumaters Barat Nomor 38 Tahun 2017, Untuk
menvelenggarakan tugas pokok BPSDM Provinsi Sumaters Barat menyelenggarakan
fungsi:

1. Pemvusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya
manusia provinsi;

2. Penvelenggarzan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintal provinsi
dan kabupaten/kota;

3, Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan
kabupatankota;

4. Pemantmuan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber
dava manusia aparatur di provinsi dan kabupaten/kora:

5. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Provinsi:dan

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur,

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut menunjukkan bahwa BPSDM
Provinsi Sumatera Barat memiliki tanggungjewab yang besar terhadap pengembangan
kompetensi dan pelaksanaan sertifikasl kompetensi apatur di Lingkungan Pemerinizh
Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, Pengembangan  Kompeiens: adalah
upaya untuk pemenuhan kebutuhan kempetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan
dan rencans pengembangan karier. Sertifikasi kompetensi ASN adalah proses penilatan

terhadap pengetahuan keterampilan dan sikap dan diskui melalui pemberian sertifikar

3



C.

kompetensi vang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang
mengscu kepada siandar kompetensi s2suai dengan jebatan yang diduduki,

Salah satu upava yang dilskukan BPSDM Provinsi Sumatera Baral untuk
mejalankan tugas pokok dan fungsi adalah melalui Peiaksanaan Sertifikasi Kompetensi di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Keta Tahun 2022,

TUJUAN

Tujuan darl Pelaksanaan Senifikasi Kompetensi di Lingkungen Pemerintah
Provinsi dan KabupatenKowm Tahun 2021 adalah dalam rangka peningkatan dan
pengembangan kualitas ASN melalui uii kompetensi sehingga tersedianya SDM Aparatur
Brovinsi Sumatera Barat yang berkunlitas dengen memiliki kompetansi dibidang
jabatannya.

SASARAN

Merjad| sasaran dalam Pelaksamaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan
Pemerintsh Provinsi dan Kasbupaten/Kota Tahun 2012 adalsh ASN di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,

PEMBIAYAAN

Pembiayaan Pelaksanasn Sertifikesi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kata Tahun 2022 diblayaaf oleh APBD Provinsi Sumatera Barst
eebezar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

KERANGKA PIKIR KEGIATAN

NO KERANGKA PIKIR KETERANGAN
I | Urusan Unsur Penujang
3 | Unit Organjsasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusis
1 | Sub Unit Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4 | Program Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 | Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan

4




Kompetensi Manajerial dan Fungsional |

Kegiatan (FPTK)

& | Sub Kegiatan | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
7 | Sumber Pendanaan APBD
| B | Lokasi Kegintan Kota Padang. Lubuk Kilangan. Padang Besi
9 | Wakw Pelaksanaan | Januari s.d. Desember 2022
| 10 | Kelompok Sasaran | ASN Provinsi Sumatera Barat i
I1 | Capaian Program Rata-rata lamamva PNS mengikuti dikiat 20 JPAahun
12 | Masukan Dana vang dibutuhkan sebesar Rp. 20:00.000.0000,- |
13 | Keluaran | Terlakssnanya Uji Kompeensi Aparstur  Sipil
| Negara di Lingkungan Pemeriniah Provinsi |
Sumatera Barat sebanyak 70 orang
i4 | Hasil Meningkatnya kompetensi PNS dalam bidang tugas |
15 | Dampak Terpenuhinya kompetens| PNS daiam pelaksanaan
e
16 | Manfaat Tercipta PNS yang berkompetensi di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
17 | Pengguna Angguran (PA) | Dr. H. Jefrinal Arifin, SH, M.5i
Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Barat
I8 | Kuasa Pengguna Dewl Ria, 5.505, MM
Anggaran (KPA) Sekretaris BPSDM Provinsi Sumatera Barat
IS | Pejabat Pelaksana Teknis | Hendra, S.50s, M.Si |

Kepala Bidang Serifikasi Kompetensi dan

Pengelolaan Kelembagaan (SKPK)




| 20 | Bendahara Pengeluaran | Meridawari, SE

Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan

G. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi dl Lingkungsn Pemerinth Provingi Dan
Kabupaten/Kota Tahun 2022 dapat dilihat pads tabel sebagni berikut:

Jadwal Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2022

Nama Sub Urainn Proses Pelaksaan Bulan Januari sid Desember 2022

Kegiatan Kegiatan Bulan ke-1 s'd Bulan ke-12

Membuat Kerangka Acuan I 1 | I
Kerja (KAK) Y |

Tm Gnlila  Pelaksana |
Kegiatan Yy |

Welakukan Rapai__ Awal
Rencana Pelaksanaan Kegaistan |

Dagrah Provinsi Sumatera Barat
umtuk pemberiahuan/
pemanggllan ria dalam ¥
rangka  pela n uj
kompetensi PBJ Tingkat Dasar

Wembual Surnt Sekretarls [ ‘

) U
Pelaksanuan mﬁ&m Perangkat Daergh di
Sertifikasi Lingkungan Pemerinzah ,
Kompetensi di | Provinsi Sumatera Barat urm.ui-i y

Timan
Lingkungan ﬁtnan-:%ﬂensi paJ Tingkat Dasar

Provinsi Dan | |
lﬁll;up!lt!n.f [Mmgm'n_ﬁu_l'lun bakan dan

Kota calon untuk diverifikasi
' di BPSDM Provinsi Sumarera | Y

IHTH;,E.HE“I SIJELE LEFF ﬂ!n%% E
I FLaan 1 H_u-mp-:m | [
['I"Ii:ngknt Dasurj ¥

elakukan  rapal ia i
kegiatan Uji Kompetensi PB |
Tingkar Dasar |

Pelaksanaan Pembekalan dan I [
| L'!'i Kompetensi PB)] Tingkat | 4 |

| Rapat  evaluasi laksanaan
| kngpilum Lii Hum]:?ni-ms': PBI | ""II | |




Tingkst Liasar

Membuat administrasi kegiatan

geknl-'._-iamm Uil Kampetensi
emérintahan

i
| dan kevangan LY |
Klelakukan rapat persiapan i
kegiatan Ui Kompetensi | N

Pemerintakan

|
Wlembual Sumt  Gubemur
Sumatera Barat untuk |
pemberitahuan‘pemanggilan |
peserin da rangka ~.

Wengumpulkan bahan _dan
calon g untuk diverifikasi
di EF§DM Prowvinsi Sumaters

administrasi lsinnya yang terkait
dengan kegiatan Uji Komptensi

Bamt

lEmbuat sural men

Dalam Ne ~ untuk

E:ﬂnuhunm verifikasi bahan uji v
gmpélensi

Verlfikasi poriafolio k

¢ Kemendagri RI di Jakarta Y

Melaksanakan proses '

L’-‘ltl-u-;:u:mpndl'iefpm E.’I.Ii.:
ampearensi i
Pemerinmh Provinsi Sumatera
Barat

Pengurusan  Sertifikat  uji
kompetens

WIengirimkan kﬁﬂhﬂf Kepada
am
fodah Ginyasskan foive

EE

SMembuat administrasi keuangan
atau surst pertanggungjawaban

|~I

(5P |
Membuat ] hasil |
E!‘;:rlll.'lkm egiatan  ui | |
Lompetensi i

H.

PENGAWASAN DAN PELAFORAN

a. Pengawasan




H. PENGAWASAN DAN PELAFORAN
2. Pengawasan

Agar Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah  Provinsi Dan
Esbupaten/Kots Tahun 2022 berjslan dengan baik maka secars kelembagaan juga
dilakukan pegawnsan oleh Tim pengawas intemal dari SPIP vang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Baden Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022.

b. Pelaporan
Dalam mempertanggungjawabkan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2022 dapat diselesaikan dalam tenggang
wakmm 5 (lima) bari setelah kegiatan sclesai dilaksanakan.
mmmmm(umﬁﬁmmﬂmmmw

Sertifikasi i di Lingkungan Pemerintsh Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tshun 2022.

Padang,  April 2021
MENGETAHUI

SEKRET KELAPA BIDANG SKPK
KUASA PENGGUN mmTW KEGIATAN,
5.50s8, ML.SI

NIP. 19681115 198902 2 001 NIP. 19750115 199310 | 001



STRUKTUR ORGANISASI

BIDANG SERTIFIKAS! KELEMBAGAAN DAN
PENGEMBANGAN KOMPETENS|

KEPALA
SERTIFIKAS| KOMPETENSI

DAN PENGELOLAAN KELEMBAGAAN

HENDRA, 5.50s, M.5i
MIB 19750715 7199310 1 01

l

l

v
K ATURID KASUBID RASUBID
CELEMBAGAAN DA TRRAGA PEN EELE;.I;I. :EE:: :15 iﬁ:&qﬂEmmﬂ SERTIFIKAS! KOMPETENS)
FENGEMBANGAN KOMPETENSE : -
ERMAN, 5. Pd Dra. RITA NOVIATRI ALBG RAMOHAN! NASERD, S M.AP
196605031589037003 NP 18631122 198403 2 005 NIF. 13330301 201307 1 700
| ‘ |
A ¥
STAF SUBID KELEMBAGAAN DAN STAF SUBID PENGELOLAAN STAF SUBID

TEMAGA PENGEMBANGAN
KOMPETENS!

SUMBER HELAJAR DAN KER[ASAMA

SERTIFIKAS] KOMPETENS|

1. PRIMA AMDRIA MARTA

WiF, 18710412 2074056 1 001




ELMATERA DARAT ||

KERANGKA ACUAN KERJA
( KAK)
PENGELOLAAN KELEMBAGAAN,
TENAGA PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN

SUMBER BELAJAR
TAHUN 2022

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROVINSI SUMATERA BARAT
JI. Raya Indaruang Padang Besi Km. 12 Padang Teip. (0751) 71880, 72370
Fax. (0751) 72370
http://diklatsumbarprov.go.ld




KATA PENGANTAR

Pengembangan sumber daya manusia aparalur, pengelolaen sumber bedaar, penjaminan muly pelatins
serta persiapan akreditasi menjadi kunci utama penyelenggaraan pembangunan balk fisik, petayanan maupun
mental spritual agar \erdaksananya pembangunan secara ofekiif efisien dan akuntabel, maka pengeloiaan
pembangunan daerah paru didukung dengan tersedianya Aparatur Sipll Negara yang kompetensi, berintegritas
dan mempunyal komitmen yang kuat dalam pelaksansan tugas sesual dengan tjuan organisasi

Sebagal Lembaga Penyslenggara Pﬁaﬁhmemdﬂaﬁmmmm&hmmammm
Negara (LAN) Ri BPSOM Provinsi Sumalera Baral juga bertindak sebagai pembina penyelenggaraan pelatinan
pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Ksbupaten dan Kota sebagsimana yang
tercanium daiam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS
sarta Perfan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelatihan Kepamimpinen Pengawas dan Perian Nomor 16 tahun
2018 tentang Pelatihan Kepemimpinan Adminisirator, Khusus untuk Dikiat Teknis dan Dikiat Fungsional merujuk

MMWMHWWMMW Pelaksanaan Program / Keglatan.

Padang, Aprit ~202)

KABID SERTIFIKASI KOMPETENS] DAN
PENGELOLAAN KELEMBAGAAN

HENDRA, 5.50s, M.5i
NIP. 19750115 199310 1 001



LAMPIRAN [l - PERATURAN GUBERNUR SUMATERABARAT
NOMOR - 45 TAHUMN 2011
TANGGAL + 2 MARET 2011
TENTANG ' PETUNJUK OPERASIONAL PELAKSANAAN KEGIATAN

PETUNJUK OPERABIONAL
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINS! SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022
e __——————_"
A. DATA-DATA
Nama SKPD - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Urnusan Pemerintahan - Urusan Otonomi Dasrah, Pemeriniahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Deerah
Daerah, Kepegaweian dan Persandian
Program - Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Lokasi Hagiatan . Kota Padang
Mama Kegiatan - Pengelotaan Kelembagaan, Tenaga Pengemoangan Kompetensi
dan Sumber Baiajar
Peangguna Anggeran
Nama . Dr. H. Jefrinal Arifin, SH, M.8|
Jabatan : Kapala BPSOM Provinsi Sumatera Barat
Alamat  Jalan Raya Indarung Padang Bes - Padang
Kuasa Pengguna Anggaran
Nama : Dewi Ria, 5.508, MM
Jabatan * Sakretaris BPSDM Provinsi Sumatera Barsl
Alarmat : Jaian Raya Indarung Padeng Besi Padang
Pejabat Palaksana Teknis Kegiatan
Nama ' Hendra, 5.50a, M.3I
Jabatan - Kapala Sub Bidang Melembagaan dan Tenaga Pengembangan
Kompetansi BPSDM Provinsi Sumatera Baral
Alamat : Jalan Raya Indarung Padang Baesi - Padang
Bendahara
Nama ; Meridawatl, SE
Jahatan : Staf Sub Bagian Keuangan
Akamat - Jalen Raya Indarung Fadang Besi - Padang
Tanggal Penarbitan CPA SN 2022
Jumigh Dgna !Rp. 556.332.400.-
Tujuan dan sasaran kegiatan :

Tarlaksananva pengembangan Sumber Daya Aparatur, pengelolaan sumber belajar,
penjaminan mutu pelatihan serta persiapan akreditasi Pelatihan Kepemimpinan, Teknis,
Fungsional dan Latsar bagi aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.



STRUKTUR ORGANISASI
BIDANG SERTIFIKAS|I KELEMBAGAAN DAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

KEPALA BIDANG
SERTIFIKAS] KOMPETENSI
DAN PENGELOLAAN KELEMBAGAAN

HENDRA, 5.50s, M.5i
NIP. 19750115 199310 1 001

l

l

v
KASUBID KAsSUBID KasuBlD :
KELEMBAGAAN DAN TENAGA PE‘.‘uGELEI;L;:ﬁ :E iﬂmm BELAJAR CERTIFIKASE KOMPETENS]
PENGEMBANGAN KOMPETENSI JASA
ERMAM, 5. Pd Dira. RITA MOVIATRI ALDO RAMDHANI 5IP. M.AP
196808031985031003 MIF 15631122 195403 2 005 WIP 18691121 199703 2 002

!

!

!

STAF SUBID KELEMBAGAAN DAN

STAF SUBID PENGELOLAAN

STAF 5UBID
SERTIFIKASI KOMPETENSI

TEMAGA PENGEMBANGAN SUMBER BELAJAR DAN HERJASAMA
KOMPETENS!
i L e 1. PRIMA ANDRIA MARTA
NP, NIP. 19710415 201406 1 £O1




B. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

INDIKATOR

TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

MASUKAN | Tersedianya Dana

| Rp. 556.332.400,

| Akreditasi.

Tersedianya data dan Infmna:li kegl;tan .
Pengambangan SOA, Pengeiolaan Sumber Beiaja
RECUNRAN | Penjaminan Mutu Pelatihan dan Persiapan 4 o

Terlsksananya kegiatan Pengambangan SDA,
HASIL Pengeloiaan Sumber Belajar, F'En_jamlrran Mutu

Peiatihan dan Persiapan Akreditas:

100 %

C. TIME SCHEDULE
Pelaksanaan Kegiatan Anaiisis Kebutuhan Diklat

NO l RINCIAN KEGIATAN

~ Tahun 2022

1

2 (3|4

T (8

10 11 ] 12 | Ket

| Fetunjux Operasional [P0]

X

Rapat Persiapan

Al

Konsultesi dan Koordfinasi

Pambuatan instrumen penyediaan
bahan

1
2.
-3
4
-]

Study Comparative

&

T.

| Pembuatan jadwal keglatan, supenvi

| gfau Kunjungan.

Rapat Persiapan Palaksanaan

| Pelaksanaan administrasi kegiatan
berupa pengumpulan data, informas
kunjungan lapangan, sharing
Informasi.

8.

Pengumpulan dan Pengolahan Data

. 10.

Pengolahan Hasil Pelaksanaan
| Keglatan

11

. | Rapat Pasca Penyelengaraan Kegiti

12

13

| Pengumpulan data dan informasi
| pendukung penilaian !

| Rapat Finallsas: kegiatan

! Pengambangan SDA, Pengelolaan
' | Sumber Balasar, Penjamninan Mutu
Patatinan serta Akreditasi Paiatihan |

15.

Kagiatan

Penyusunan Laporan Pelaksanaan | |-

X




D, INSTRUKS! PENGGUNA ANGGARAN [ KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Padang,  Apri2021
8 4 KABID SKPK
=
DEW! MM $.80s, MBI

NIP. 19681115 138002 2 001 NIP. 19750115 199310 1 001



T AT ERA TLAEAT |

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA
BADAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SUMATERA BA RAT
TAHUN 2022

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROVINSI SUMATERA BARAT
|L. Ravs Indaruang Padang Besi Km. 12 Fa dang Telp. (0751) 71860, 72370
Fax. (0751) 72370
http://diklat.sumbarprov.go.id




KATA PENGANTAR

Pengembangan sumber daya manusia apamnupmeﬂdammmﬂ:amhw penjaminan muty pelathan
serla persiapan skreditasi menjadi kunci ummm&mmﬁaﬂwmhﬂﬂﬂ. pelayanan maupun
mental sprilual mzmmwamﬂmmmm.mwmmﬂmw@
pembangunan daerah peru didukung dengan tersedianya Aparatur Sipil Negara yang kompetensi, berintegritas
dan mempunyal komitmen yang kuat dalam pelgksanaan fugas sesuai dengan tujuan organisast,

Sebagal Lembaga Penyelenggara Pelatinan Terakreditas! yang ditetapkan oleh Lembaga Adminisiras
m{w}mmsnuwmmm bertindak sebagal pembina penyelenggaraan pelatinan
pengembangan Sumber Daya Manusis di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kola sebagamana yang
tercantum datam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 tahun 2021 tentang Peiatihan Diasar CPNS
MPHMMWETMMEMWWW&HWHWWHHM
mmmmwm Mmmmmnmmm Dikiat Fungsionai merujuk
kepada peraturan Kemenierien dan Lembaga terksl.

Sebagal instansi Pembing Penyslenggaraan Pengambangan SOM Aparatur, BPSOM Provinsi Sumatera
m:mummmwwwmwﬁw
FMMWMWHMWWWMIMHMMWWN
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KABID SERTIFIKAS! KOMPETENSI DAN
PENGELOLAAN KELEMBAGAAN

HENDEA, 5.50s, M.5i
NIP 19750115 1993101 001



LAMPIRAN 1] - PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL 2 MARET 2011
TENTANG - PETUNJUK OPERASIOMAL PELAKSANAAN KEGIATAN
PETUNJUK OPERASIONAL
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022
# —— =
A. DATA-DATA
Nama SKPD - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Urusan Pemerintahan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
tdministras! Keuangan Daerah, Perangkat Dasrah
Dasrah, Kepagawaian dan Pessandian
Program * Pemmbingan dan Pengambangan Aparakur
Lokas! Kegiatan - Kota Padang
Mama Kegialan ' Pelaksanaan kerjasama antar lembaga
dan Sumber Balajar
Pengguna Anggaran
Nama - Dr, H. Jofrinal Arifin, SH, M.5i
Jabatan  Kepata BPSDOM Provinsi Sumatera Barst
Alamal : Jelan Raya Indarung Padang Besi - Padang
Kuasa Pengguna Anggaran
Nama : Dewi Ria, 5.50s, MM
Jabatan - Sekretaris BPSOM Provinsi Sumatera Barat
Alamal + Jalan Raya Indarung Padang Besi Padang
. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Nama . Hendra, 5.508, M.5i
Jabatan Kapala Sub Bidang Kalembagaan dan Tenaga Pengembangan
Kompetensi BPSOM Provinsi Sumatsra Barat
Alamal - Jalan Raya Indarung Padang Basl - Padang
Bendahara
hama . Meridawati, SE
Jabatan * Siaf Sub Bagian Keuangen
Alamal : J&Lm Raya marr.mg Padang Besi - Padang
Tengpa! Penerbitan DPA. e
Jumiah Dana F-.‘p ‘I!L?E'E.iﬂ-ﬂ,—
Tujuan dan sasaran kegiatan :

Terlaksananys penjajakan kerjasama antar lembaga dan luar negeri dolam rangka
pengembangan aparatur pemerintah Provinsi Sumatera Baral.



STRUKTUR ORGANISASI
BIDANG SERTIFIKAS| KELEMBAGAAN DAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

KEPALA BIDANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN PENGELOLAAN KELEMBAGAAN

HENDRA, 5.50s, M.5i
NIP. 19750115 155310 1 C01

l
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l

KASUBID
KELEMEAGAAN DAN TENAGA
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

KARUBID
PENGELOLAAN SUMBER BELAJAR
DAN KERJASAMA

RASUBID
SERTIFIKAS]I KOMPETENSI

ERMAN, 5. Pd
156508031989031003

Bra. RITA NOVIATRI
MIP 19531122 195403 2 005

ALDO RAMDHANI, SIP, M.AP
MIF 19691123 199703 2 004

!

!

!

STAF SUBID KELEMBAGAAN DAN
TENAGA PENGEMBANGAN
KOMPETENSI

ETAF SUBID PEMGELOLAAN
SUMBER BELAJAR DAN KERJASAMA

STAF SUBID
SERTIFIKAS] KOMPETENSE

1. e
MIP.

PRIMA ANDRIA MARTA
NIP, 19710419 201406 1 001
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HIF‘ 19750115 1993-'“] 1001



SUMATERA BARAT §

RERANGNA ACUAN KEGATAN

SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN
DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN

FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN DAN PRAJABATAN

TAHUN 2022

|




KERANGKA ACUAN KERJA [KAK)

SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN
DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN DAN
PRAJABATAN (BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANA]J ERIAL)

TAHUN 2022

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisas| dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Perencanazan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Provinsi Sumatera Barat. Dimana Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat adalah Lembaga Teknis
Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di Bidang Pelatihan
dengan tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang pelatihan.

Untuk mengembangkan kompetensi Pejabat Administrator dalam memenuhi
standar kompetensi manajerial Jabatan Administrator dapat diwujudkan antara [ain
melalul  pelatihan struktural kepemimpinan administrator. Dalam rangka
penyelenggaraan pelatihan tersebut dilakukan penyesuaian kebijakan dengan
memperhatikan kebutuhan pengembangan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dleh karena itu Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I1]
telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diberlakukannya Peraturan Lembaga
Administrasl Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan
Administrator.

Dalam rangka mendukung terwujudnya world class buregucrocy, pada setiap
Instansi Pemerintah diperlukan sosok Pejabat Administrator yang memillki tanggung
jawab memimplin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administras|
pemerintahan dan pembangunan bagl keberlangsungan unit organisasi, yaitu dalam
peningkatan kinerja unit organisasi yang dilakukan oleh Pejabat Administrator dalam
memberikan pelayanan publik. Pelayanan publik yang dikelola dan dikendalikan dengan
baik, merupakan bagian integral darl peningkatan kualitas kiner]s unit organisasi. Sosok



Pejabat Administrator yang dapat memainkan peran tersebut adalah pejabat vang telah
memenuhi kriteria kepemimpinan, manajemen kinerja, sehingga cepat atau lambatnya
peningkatan kinerja organisasi akan ditentukan oleh kualitas manajemen kinerja yang
dilakukan oleh Pejabat Administrator.

Melalui penetapan kebijakan pembaharuan pelatihan ini, diharapkan dapat
mengahsilkan alumni yang memilikl kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja
yang diindikasikan dengan kemampuan membangun karakter dan sikap perilaku
Integritas sesual dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan untuk
menjunjung tinggi etika birokrasi, taat pada nilai-nilal, norma, moralitas dan tanggun
jawab dalam memimpin seluruh kegiatan unit instansinya dalam rangka peningkatan

kinerja.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, yang akan mengilkuti Pelatihan Kepemimpinan
Administrator (PKA) Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Provinsi di Sumatera Barat

sebanyak 40 crang

Berdasarkan Kalender kegiatan pada Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusis Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Bidang Pengembangan Kompetensi
Manajerial juga akan menyelenggarakan Pelatihan Dasar [LATSAR] CPNS dapat

tergambar dalam kerangka acuan kerja inl.

. Tujuan dan Sasaran

Melalui penetapan kebijakan pembaharuan pelatihan ini, diharapkan dapat
menghasilkan alumni yang memiliki kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja
yang diindikaslkan dengan kemampuan

a Membangun karakter dan sikap perllaku Integritas sesual dengan peraturan
perundang-undangan dan kemampuan untuk menjunjung tinggi etika birokrasl, taat
pada nilai-nilai, norma, moralitas dan tanggun jawab dalam memimpin seluruh
kegiatan unit instansinya dalam rangka peningkatan kinerja.

b. Memimpin pelaksanaan peningkatan kinerja organisasl serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan,

¢. Melakukan kolaborasi secara Internal dan eksternal dalam mengelola tugas-tugas



organisasi ke arah efektivitas dan efisiens| pelaksanaan kegiatan Instansi.

4. Melakukan inovasi sesuai dengan bidang tugasnya guna mewujudkan peningkatan
kinerja organisasi melalul pengelolaan kegiatan secara efeketif dan efisien

e, Mengoptimalkan selurub potensi sumber daya internal dan ekternal organisasl
kegiatan secara efektil dan efisien

f. Sedangkan Tujuan dari pelatihan Dasar CPNS adalah untuk membentuk Calon
Pegawal Negerl Sipil yang memiliki Pengetahuan dan Wawasan sebagal pelayan
Masyarakat yang baik. .

Sasaran :
a. Terwujudnya Sosok Pejabat Administrator yang dapat memalinkan peran tersebut

adalah pejabat yang telah memenuhi kriteria kepemimpinan, manajemen kinerja,
sehingga cepat atau lambatnya peningkatan kinerja organisasi akan ditentukan oleh
kualitas manajemen kinerja yang dilakukan oleh Pejabat Administrator.

d Terwujudnya Calon Pegawal Negeri Sipll yang memilikl kompetensi yang dapat
memberikan Pelayanan yang baik kepada Masyarakat.

C. Ruang Lingkup Kegiatan

Pada Sub Keglatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagl Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan Tinggl, Jabatan Fungslonal, Kepemimpinan dan Prajabatan yang
meliput] keglatan :

1. Pelatihan Kepemimpinan Administrator
2. Pelatihan Dasar CPNS golongan [l dan 11l

D. Lokasi Pelaksanaan

Pelaksanaan keglatan dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Sumatera Barat di Padang.

E. Uralan Proses Pelaksanaan Keglatan
Proses pelaksanaan kegiatan diuralkan, sebagai berikut :

a.  PraPelatihan

Proses pelaksanaan Pra pelatihan merupakan keglatan persiapan menjelang
pelaksanaan kegiatan diselenggarakan diantaranya sebagai berikut



» Menyiapkan/membuat kerangka acuan kegiatan (KAK)

» Menylapkan proposal kegiatan

= Membuat nota dinas permintaan pencairan dana

» Menyiapkan bahan/material (atk/cetakan, tas, dan spanduk)
= Membuat surat permintaan calon peserta pelatihan

«  Membuat melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait

» Merekap daftar nama-nama calon peserta yang telah diterima

s Membuat surat pemanggilan peserta

» Melaksanakan rapat persiapan dengan panitia pelaksana

» Membuat surat permintaan (énaga pengajar

» Melaksanakan rapat pembahasan materi & jadwal dengan tenaga pengajar
=  Membuat buku panduan dan jadwal kegiatan

= Melaksanakan rapat pelaksanaan pelatihan dengan panitia penyelenggara.
= Membuat pidato sambutan kabadan pelatihan ([pembukaan])

= Membuat laporan panitia penyelenggaraan (pembukaan)

« Mengurus persiapan dan kebutuhan konsumsi

= Menyiapkan bahan ajar dan seminar kit, dil.

= Menghkoordinasikan persiapan acara pembukaan pada sekretariat.

Pelaksanaan Pelatihan
Proses pelaksanaan pelatihan merupakan proses kegiatan mulai dari pembukaan

sampal dengan penutupan diantaranya sebagai berikut ;

= Melaksanakan penerimaan peserta

» Menyiapkan kokarde peserta

= Menylapkan daftar hadir peserta

» Menyiapkan daftar honorarium untuk tenaga pengajar (wi)
= Mengurus dan menghimpun pas foto peserta

= Menghimpun dan merekapitulas| blodata peserta

=  Membuat / menyiapkan sertifikat [ STTPFP )

s Menyiapkan bahan evaluasi tenaga pengajar

* Menyiapkan dan menghimpun blangko izin peserta
= Menylapkan bahan ujian



= Menylapkan dan merekapitulasi daftar nilal peserta

s  Membuat SKPH dan menylapkan surat pengembalian peserta

» Menghimpun dan merekapitulasi hasil evaluasi tenaga pengajar

» Menghimpun dan merekapitulasi hasil pengamat/piket

» Membuat pidato sambutan kepala badan (penutupan)

» Membuat laporan panitia penyelenggaraan pelaksana (penutupan)
» Mengurus persiapan acara penutupan pada sekretariat

c. Pasca Pelatihan
Proses pelaksanaan pasca pelatihan dilakukan melalui evaluasi penyelenggaraan

pelatihan diantaranya sebagai berikut :

» Membuat dan menyampaian hasll evaluasi tenaga pengajar

» Membuat laporan penyelenggaraan pelatihan

» Membuat Japoran direktur latihan penyelenggaraan pelatihan

» Menghimpun dokumentas], berdasarkan per kegiatan Felatihan

» Menghimpun arsip penyelenggaraan pelatihan dalam satu file berdasarkan

perkegiatan
» Membuat daftar rekapitulasi alumnl pelatihan
» Membuat laporan tahunan bidang PKM pada akhir tahun kegiatan,

E. Pelaksanaan Kegiatan
Struktur pelaksanaan keglatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat tentang Penunjukan
Panitia Penyelenggaraan yang berasal dari bidang PKM dan bagian umum pada
sekretariat sedanghkan untuk tenaga pengajar berasal fasilitator/narasumber pusat dan
daerah, Widyalswara/Pejabat di Lingkungan Pemerintah BFSDM Provinsi Sumatera
Barat.



F. Jadwal Pelaksanaan
Jadwal Pelaksanaan kegiatan :

Bulan .
Kegiatan Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Juni |Jull |Agus |Sept |Okt | Nov | Des|
Pelatthan v B B § v 7 vl ¥ v
Kepemimpinan
Administrator | | |
| | |
Pelatihan A A A ] v A
Dasar  CPNS |
golongan il | '
dan 1] i
| I ] ]
G. Pembiayaan
a. Pemblayaan kegiatan melalui dana APBD Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan
dalam RKA Tahun 2022,
b. Besaran Anggaran Meliputi:
1. | Pelatlhan Kepemimpinan Administrater Rp. 885.000.000,-
2. | Pelatihan Dasar CPNS golongan [l dan 111 Rp. | 2.317.484.350,--
i Jumlah .1 3.202.484.350,-

H. Pengawasan dan Pelaporan

Pelaksanaan Pengawasan dan Pelaporan menjadi tanggungiawab Administrator
(PPTK) sebagal Koordinator Pelaksanaan kegiatan dan Pengawas (Kasubbid pada
Bldang PKM) selaku penanggungjawab dilapangan. Untuk Pelaporan terdiri Laporan
Direktur Latihan dan Laporan Penyelenggaraan yang dapat diselesaikan 5 (lima) hari

setelah kegiatan dilaksanakan (Pasca Diklat).
Padang,  April 2021

Mengetahul:
Sekretaris BPSDM
Selaku KPA Kepala Bidang PKM
ku KPA
<p\=
Dewi Ria, 5.So0s, MM Ir. Hj. Khalran airanis, M.Si

NIP. 19681115 198902 2 001 NIP. 19700325 199308 2 001
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RERANGIA ACUAN KEGATAN

SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN
DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN

FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN DAN PRAJABATAN

TAHUN 2022

i




SUB KEGIATAN : PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL,
KEPEMIMPINAN DAN PRAJABATAN ( BIDANG FUNGSIONAL )

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017, Badan Pe ndidikan dan
Pelatihan (Diklat) Provinsi Sumatera Barat dengan hanya melaksanakan fungsi
pendidikan dan pelatihan safa, telah diubah menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia [BPSDM) Provinsi Sumatera Barat dengan pengembangan fungsi menjadi fungsi
pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi SDM. Sehingga, dengan perubahan tugas dan fungsi
tersebut tentu akan berakibat pada perubahan lingkungan strategl organisasi yakni
peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang menjadi tanggung jawab dari BPSDM
Provinsi Sumatera Barat

Untuk mengetahul tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut, juga
telah ditetapkan indikator sasaran. Adspun indikator sasaran yang terkait dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi BFSDM adalah  Aparatur menglkuti Diklat sesual tugas
pokok dan Fungsi®.

Sesuai dengan Persturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 15 Tahun
2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Fungsional, dalam rangka peningkatan muru pendidikan sangat diperlukan SDM yang
memiliki kompetensi dalam hal memajukan, meningkatkan dan pengembangan mutu
pendidikan di instansi, maka diprioritaskan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan
Jabatan Fungsional sebagai persyaratan agar menjadi tenaga fungsional yang handal dan
profesional sshingga dapat melaksanakan tugas-tugas secara baik dan profesional.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan:

Diklat Fungsional diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan,
keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatannya secara
profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesual dengan kompetensi
jabatannya serta memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada
pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat

Sasaran :

Sasaran Diklat Fungsonal adalah terwujudnya PNS yang profesional sesuai jenjang
jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.



C. Ruang Lingkup Kegiatan
Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan Tinggl, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan yang
meliputi kegiatan
1. Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil

Pelatihan Fungsional Angka Kredit Guru

Pelatihan Fungsional Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah

Pelatihan Fungsional Peningkatan Kompetens! Kepala Sekolah

Pelatihan Fungsional Pengembangan Kompetensi Widyaiswara

& W

D. Lokasi Pelaksanaan .
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Sumatera Barat di Padang

E. Proses Pelaksanaan Kegiatan
Adapun Uraian Proses Pelaksanaan Kegiatan adalah:

Menyusun PO dan KAK Kegiatan

Melaksanskan konsultasi dan koordinasi ke Dep/lembaga/instansi teknis terkait
Permintaan Peserta Dildat

Penyusunan SK Kepala BPSDM tentang Penunjukan Panita Penyelenggara Dikdat
dan Tenaga Pengajar

Penyusunan kurikulum dan silabi diklat

Penyusunan buku panduan diklat

Penyelenggaran Diklat

Evaluasi Penyelenggaraan

. Penerbitan STTPP Diklat

10. Pelaporan.

fhe- B B e

m e

W

F. Pelaksanaan Kegiatan

Struktur pelaksanaan kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumaters Barat tentang Penunjukan
Panitia Penyelenggaraan yang berasal darl bidang PK|JF dan bagian umum pada
sekretariat sedangkan untuk tenaga pengajar berasal widyaiswara/fasilitator dari
Kemendikbudristek Rl, Kemenkominfo, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
Diskominfo Provinsi Sumaters Barat dan Widyaiswara/Pejabat di Lingkungan
Pemerintah BPSDM Provinsi Sumatera Barat dan LPMP Provinsi Sumatera Barat



G. Jadwal Pelaksanaan
Jadwal Pelaksanaan kegiatan
i Tahun 2021 |
| Kegiatan jan | Feb | Mar | Apr | Mal | Juni Juli | Agst Sept | Okt | Nov | Des |

Pelatthan  Fungsionel 1

Pengembangan

| Kompetens
Widvaiswars

| Pelatihan Fungsional ;
| Pranata Komputer
Tinghat Terampil

Pelatthan  Fungsional |
Anghka Kredit Guru
Pelatihan  Fungsional
Penlngkatan
Kampetens an,gaw:si
Sekolah |
|

Q_Ptiluhm
FungsionaPenlngikatin

| Kompetznsi Kepala |

| Sekolah

H. Pembiayaan
a. Pembiayaan kegiatan melalui dana APED Provinsi Sumatera Barat yang dituanghkan
dalam RKA Tahun 2022

b. Besaran Anggaran Meliput :

|1, | Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Rp. | 150.000.000-
| Terampil
| 2. | Pelatihan Fungsional Angka Kredit Guru Rp. 159.500.000,-
3.  Pelathan Fungsional Peningkatan Kompetensi | Rp. | 181.000.000-
| | Pengawas Sekolah
4. | Pelatihan Fungsional Peningkatan Kompetensi Kepala | Rp. | 159.500.000,-
‘ Sekolah . |
‘ 5. | Pelatihan Fungsional Pengembangan Kompetensi | Rp. | 150.000.000- |
|| Widyaiswara
| Jumlah 800.000.000,- |




I. Pengawasan dan Pelaporan

Pelaksanaan Pengawasan dan Pelaporan menjadl tanggungjawab Administrator
{PPTK) sebagal Koordinator Pelaksanaan kegiatan dan Pengawas (Kasubbid pada Bidang
PKIF) selaku penanggungjawab dilapangan. Untuk Pelaporan terdiri Laporan Direlaur
Latihan dan Laporan Penyelenggaraan yang dapat diselesalkan 5 (lima) harl setelah
kegiatan dilaksanakan [Pasca Diklat).

Padang  April 2021

Mengetahul:
Sekretaris BPSDM Kabid PKJF
Selaku KPA Selaku PPTK
i =
Dewi Ria, 5.50s, MM Jamalus, 5.Pd, M.Pd

NIP. 19681115 198902 2 001 NIP. 19730601 199801 1 001
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KERANGKA ACUAN KERJA
( KAK)

PEMBINAAN, PENGRKOORDINASIAN, FASILITASL
PEMANTAUAN, EVALUAS!I DAN PELAPORAN PELAKSANAAN
PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN TENAGA
PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KERJASAMA
TAHUN 2022

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROVINSI SUMATERA BARAT
JL. Raya Indaruang Padang Besi Km. 12 Padang Telp. (0751) 71860, 72370
Fax. (0751) 72370
http://diklatsumbarprov.ge.id




KATA PENGANTAR

Kegiatan pembinaan, pengkoordinasian, fasilitesi, pemantauan. evaluasi dan pelaporan pelsksanaan
M.WMMdmhﬂmmemeﬁhm
mwmwmmManmmmﬂmﬂm
terlaksananya mwmmmr.mmmm.mmmww daerah
peru didukung dengan tersedianya Aparatur Sipil Negara yang kompelensi, berintegritas dan mempunyal
komitmen yang kuat dalam pelaksanaan tugas sesual dengan tujuan organisasl.

Sebagsi Lembaga Penyslenggara Pelatihan Terakreditasl yang ditetapkan cleh Lembaga Adminisiras
Negara (LAN) R EPsmmmsmmEmmmmmmmammmm
pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Kabupsten dan Kota sebagaimana yang
mmmmmwmmm1mm1mwmmnmms
mFa‘lmHumutiﬁTaMnEDiEtanMgFﬂaH.immpmﬁmnmFmgmdeWthmﬁm.m
2019 tentang Pelatihan KﬂmmhﬂmﬂMmmmbﬂmnunmﬂHiTmmmHHFuw merujuk
kepada peraturan Kemenierian dan Lembaga terkail

wmmmmmmummwmmwmmm
m’mmmmmm&mw:wmmmmm
Anci dalam Kerangka Acuan Kegiatan untuk dipergunakan sebagai Petunjuk Operasional Pelaksanaan Program.
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LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 16 TAHLUN 2011
TANGGAL : 2 MARET 2011
TENTANG : PETUNJUK OPERASIONAL PELAKSANAAN KEGIATAN

PETUNJUK OPERASIONAL
PELAKSANAAN KEGIATAN APED PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022
A. DATA-DATA

Mama SKPD : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANLISIA

Urusan Pemerintahan : Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Ksuangan Dasrah, Perangkat Daerah
Daerah. Kepegewsian dan Parsandian

Program : Pembinaan dan Pengembangsn Aparatur

Lokasi Kegiatan : Kots Fadang

Nama Kagiatan . Pembingan, Pengkoordingsian, Fasilitas:, Pemantauan, Evaluas dan
Palaporan, Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolazn Kelermbagasn dan
Tenaga Pengembangan Kompetensi dan Kerjasama

Pengguna Anggaran

Nama : O, H, Jafrinal Arifin, SH, MBI

Jabatan : Kapala BPSDM Provinsi Sumatera Barat

Algmat : Jalan Raya indarung Padang Besi - Padang

Kuasa Pengguna Anggaran

Mama . Dewl Ria, 5.808, MM

Jebatan ; Beakmataris BPSODM Provinsl Sumatera Barat

Alamat : Jaian Raya indarung Padang Besi Padang

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Nama : Hendra, 3.508, M.5I

Jabatan . Kepala Sub Bidang Kelembagean dan Tenaga Pengambangan
Kompetensi BFSOM Provinsi Sumatera Barat

Alamat : Jadan Raya ndarung Padang Basi - Padang

Bendahara

Mam& : Maridawati, SE

Jabatan + Staf Sub Bagian Keuangan

Alamat : Jalan Raya Indarung Padang Besl - Padang

Tanggal Panarbitan DPA F s s 2022

Jumiah Dana :Rp. 172.529.878.-

Tujuan dan sasaran kegiatan :

hTerIlkuull:gnpmhi:m penskuurduﬁu.ﬂ fasilitas], pemantauan, evaluasi dan
pelaporan, pe aan sertifikasi pengelo kelembagaan dan kelembagaan dan tenaga
pengembangan kompetensi dan kerjasama.



STRUKTUR ORGANISASI
BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN
PENGELOLAAN KELEMBAGAAN

KEPALA BIDANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN PENGELOLAAN KELEMBAGAAN
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B. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

© INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

‘ MASUKAN | Tersedianys Dana Rp.  172.529.876,-
|

[ Tersedianya data dan informasi kegiatan Evaluasi
KELUARAN | paces Diklat 4 dok

HASIL Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan seria 100 %

‘ Teriaksananya kegiatan Evaluasi Pasca Diklal
| Latsar !

C. TIME SCHEDULE

| | Tehun 2022
NO | RINCIAN KEGIATAN ' 2 |3 IE (6 (7 |8 (8 [10]1 |12

Petunjuk Operasional (PO x|
| Rapat Persiapan X
Konsultasi dan Koordfinas! X
Pembuatan instruman penyediaan b 4
bahan
| Study Comparative ' X ' |
Pembualan jadwal kegialan, teknik | Bl X |
supervisi dan rancangan kegiatan '
6. | pembuinaan, pengkoordinasian, '
fasilitasi, pamantauan, evaluasi dan
pelaporan
Rapat Persiapan Pelakzanaan X
Kegiatan
Pelaksanaan pembinaan, x| |
8. | pengkoordinasian, fasilitasl, i

1

en| - |eoipa

| pemantauan dil. |
" Pengumpulan data dan informasi ha | B3
pambinaan, pengkoordinasian,
fasiiltasi, pemantauan, evaluasi dan
| {aporan
' Pengolahan dan analisis data hasll | X| X
(o, | pembinzan, pengkoordinasian. |

| fasilitasi. pamantauan, evaluasi dan |
pelaporan !
Rapat hasd pembinaan, I | ' X
11. | pengkoondinasian, fasiiitasl,

antauan, evaluasi dan pelapora . |

Rapat Finalisasi kegiatan l |
1 Pengembangan S0A, Pengeiotaan |

"\ Sumber Belajar, Penjamninan Mutu X
. Pelatihan saria Akreditasi Pelatihan .

1g | Pembuatan dan panandatangan - ' X
I | Laparan Pelaksangan Kagiatan | ,




D. INSTRUKS! PENGGUMNA ANGGARAN | KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Padang,  April 2021
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